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Eko Sutrisno, S2.405006, Tahun 2008, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Karanganyar, Tesis: Program Pascasarjana Universitas  Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Konsekwensi logis dari diperlakukannya Undang-undang tentang 
Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mengeluarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui implementasi Peraturan Daerah tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jumapolo, informan/responden dari 
penelitian ini meliputi Camat, Sekcam, para Kepala Seksi dan staf. Menggunakan data 
primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, 
dokumentasi dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjuk diantara empat variabel tersebut yang dominan: 
variabel komunikasi: tingkat pemahaman Perda, hubungan timbal balik; variabel 
sumberdaya: jumlah pegawai/staf menurut pangkat/golongan, tingkat pendidikan, 
masa kerja/golongan kepangkatan, variabel disposisi atau watak: kesiapan pegawai 
terhadap implementasi Perda, penerimaan pegawai terhadap Peraturan Daerah; 
variabel struktur organisasi: struktur organisasi, kedudukan fungsi dan tugas pokok, 
kesesuaian struktur organisasi pemerintah Kecamatan Jumapolo terhadap kebutuhan 
daerah. Selain itu juga telah ditemukan hambatan/kendala yang terjadi implementasi 
Peraturan Daerah tersebut berupa sumberdaya manusia/personil yang terbatas, sarana 
dan prasarana kantor yang kurang memadai, keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi 
hambatan/kendala tersebut maka diupayakan faktor-faktor yang mendukung, seperti 
sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran, struktur organisasi hendak nya diberi 
ruang bagi pelaksana daerah, perlu penataan secara detail mengenai tupoksi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: bahwa tugas-tugas pemerintah dan 
pelayanan masyarakat semakin meningkat berjalan efektif dan oftimal. Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 berjalan baik sudah sesuai struktur 
organisasi yang ditetapkan. Penelitian merekomendasikan: walaupun masih terdapat 
hambatan/kendala, maka perlu dilakukan perbaikan waktu dan sarana penelitian, 
harus menggunakan tiori agar penelitian lebih sempurna. Meskipun Peraturan Daerah  
tersebut sudah cukup efektif namun masih perlu pengkajian agar lebih efektif dan 
efisien. Pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan perlu memperhatikan faktor-
faktor pendukung. Dalam struktur organisasi hendaknya diberi ruang bagi pelaksana 
daerah. Perlu dilakukan penataan secara detail mengenai tupoksi yang dimiliki suatu 
instansi agar tidak terjadi, tumpang tindih dalam tugas dan kewenangannya atau 
saling melepas tugas dan tanggung jawab apabila terjadi sesuatu masalah. 
Kata Kunci: Implementasi SOT (Satuan Organisasi dan Tata Kerja).    
ABSTRACT 
 
Eko Sutrisno, S2.405006. 2008, The Implementation of Local Regulation Number 








Regency Karanganyar, Thesis: Postgraduate Program of Surakarta Sebelas 
Maret University. 
 
Because of the implementation of Law about Local Government, the 
Regency Karanganyar’s Local Government publishes Local Regulation Number 
11 of 2001 about the Organization and Work Order of Sub district and Village in 
Regency Karanganyar. This research aims to find out the implementation of such 
local regulation. 
This research was conducted in Sub district Jumapolo, the 
informants/respondents of research include Camat (subdistrict head) subdistrict 
secretary, the chiefs of section and staffs. The data employed was primary and 
secondary data. Techniques of collecting data employed were interview, 
documentation and observation, while the data analysis was conducted using 
descriptive qualitative method. 
The result shows that there are four dominant variables: communication 
variable including the level of understanding on Local Regulation, reciprocal 
relationship; resource variable including the number of personnel/staff according to 
rank/class, education level, tenure/ranking class; disposition variable or character such 
as the personnel’ preparedness in implementing Local Regulation, personnel’s 
acceptance to Local Regulation; structural variable including organizational structure, 
function position and main task, the consistency of organizational structure of sub 
district Jumapolo’s government and the local needs. In addition, there are some 
constrains/obstacles emerging during the implementation of Local Regulation 
including the limited human resource/personnel, inadequate office infrastructure, and 
limited budget. In order to cope with such constrains/obstacles, it is attempted some 
supporting factors such as resource, infrastructure, budget, organizational structure 
should provide a space for the local implementer, and there should be a detailed 
ordering concerning tupoksi (main task and function). 
From the result of research it can be concluded that: the governmental tasks 
and public service runs effectively and optimally. The implementation of Local 
Regulation Number 11 of 2001 has run smoothly and consistent with the predefined 
organizational structure. The research recommends: although there is still 
constraint/obstacle, there should be an improvement of timing and research facility, 
and theory should be used to make the research more perfect. Although the local 
regulation has been effective enough but there should be a more effective and 
efficient examination. The government should consider some supporting factor in 
developing a policy. In organizational structure, there should be a space for the local 
implementer. There should be a detailed ordering concerning tupoksi (main task and 
function) an institution has so that there will not be an overlapping task and authority 
or act of removing responsibility when a problem occurs. 













A. Latar Belakang Masalah. 
Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami 
beberapa kali perubahan seiring perkembangan sejarah Bangsa Indonesia. 
Perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat diberlakukannya berbagai perundang-  
undangan tentang Pemerintahan Daerah yang berbeda, dimana hal ini sangat erat 
kaitannya dengan situasi politik nasional yang sedang terjadi.  
Sejak kemerdekaan hingga pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004, pemerintah telah memberlakukan enam undang-undang tentang 
pemerintahan daerah, yaitu : 
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 
Undang-undang ini berlaku pada 23 Nopember 1945 dan merupakan 
undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang pertama. Undang-undang 
ini mengamanatkan adanya suatu Komite Nasional Daerah yang didirikan 
pada setiap level, kecuali di tingkat propinsi, dan bertindak sebagai badan 
legislatif, dimana anggota-anggotanya diangkat oleh Pemerintah Pusat. 
Selanjutnya, komite memilih lima orang dari anggotanya untuk berlaku 
sebagai badan eksekutif yang dipimpin oleh Kepala Daerah, untuk 
menjalankan roda pemerintahan daerah. Kepala Daerah memiliki dua fungsi 
utama, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah 









prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem Pemerintah Daerah, 
namun penekanan lebih diberikan kepada sistem dekonsentrasi.  
Hal tersebut dapat dilihat dari dualisme fungsi yang diberikan kepada 
Kepala Daerah sebagaimana dikemukakan di atas. Walaupun komite dapat 
memilih dan mengangkat Kepala Daerah, namun mereka memiliki 
kewenangan yang terbatas, karena diangkat oleh Pemerintah Pusat dan bukan 
dipilih oleh rakyat. 
2. Undang-undangn Nomor 22 Tahun 1948 
Undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 10 Juli 1948, sebagai 
pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini, 
hanya diakui tiga tingkatan daerah otonom, yaitu propinsi, kabupaten/ 
kotamadya dan desa/kota kecil. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPRD), dan pemerintahan daerah sehari-hari dijalankan 
oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD), yang diketuai oleh Kepala Daerah. 
Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dari calon-calon yang 
diajukan oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD. Kondisi ini 
mencerminkan praktek demokrasi parlementer yang dianut pada masa itu. 
Namun pada sisi lain, Kepala Daerah tetap menjalankan dwifungsi, yaitu 
sebagai ketua DPD (mewakili daerah) dan sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 
Undang-undang ini merupakan produk dari sistem pemerintahan 
Liberal, sebagai hasil pemilihan umum pertama tahun 1955. Pada saat itu, 
partai-partai politik di parlemen menuntut adanya pemerintahan daerah yang 








Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956, terdiri dari gubernur, residen, 
bupati, wedana dan asisten wedana atau camat) lebih berperan sebagai wakil 
pemerintah pusat dibanding wakil daerah. 
Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Penetapan 
Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1959 pada tanggal 16 Nopember 1959, 
sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden. Berdasarkan peraturan ini, kepala 
daerah selain berfungsi sebagai eksekutif, juga berlaku sebagai ketua DPRD. 
Sebagai eksekutif, kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD, namun 
tidak dapat dipecat oleh DPRD. Selain itu, kepala daerah juga 
bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. 
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 
Pada pertengahan dekade 1960-an telah timbul tuntutan yang semakin 
kuat untuk merevisi sistem Pemerintahan Daerah agar sejalan dengan 
semangat Demokrasi Terpimpin dan Nasakom, yaitu konsep politik yang 
dikeluarkan oleh Presiden Sukarno untuk mengakomodasi tiga kekuatan 
politik terbesar pada waktu itu, yaitu kelompok partai Nasionalis, Agama dan 
Komunis. 
Berdasarkan undang-undang ini, kepala daerah masih memiliki dua 
fungsi, yaitu sebagai pimpinan daerah dan wakil pusat di daerah. Namun, 
terdapat beberapa perubahan, seperti kepala daerah tidak lagi berlaku sebagai 
ketua DPRD, dan dia diijinkan menjadi anggota politik. Secara struktural, 
terdapat tiga tingkatan pemerintahan daerah yang otonom, yaitu propinsi, 









5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, terdapat tiga 
prinsip utama yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu 
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan 
pelimpahan urusan-urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah untuk menjadi urusan daerah yang bersangkutan. 
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah 
atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal kepada pejabat-pejabat di 
daerah. Sedangkan tugas pembantuan merupakan kewajiban dari pemerintah 
daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah 
pusat atau pemerintah tingkat atasnya, adapun biaya dan peralatan untuk 
menjalankan tugas tersebut menjadi tanggung jawab yang menugaskan. 
Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi secara paralel tersebut 
menyebabkan adanya dua jenis pemerintahan di daerah, yaitu pemerintahan 
atas dasar desentralisasi yang melahirkan pemerintah daerah yang otonom dan 
kedua, pemerintahan wilayah yang berdasarkan asas dekonsentrasi. Akibatnya, 
dua tingkatan pemerintahan, yaitu propinsi dan kabupaten/kotamadya 
mempunyai dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan yang bersifat otonom 
dan administratif. 
Namun, untuk menghindari adanya tumpang tindih dan pemborosoan, 
maka kedua struktur tersebut diintegrasikan menjadi satu. Sehingga untuk 
merefleksikan kedua prinsip tersebut, maka untuk pemerintah daerah tingkat I 
sebutannya menjadi Pemerintah Propinsi Dati I, dimana propinsi 








otonomnya. Demikian juga halnya dengan sebutan Pemerintah Daerah Dati II 
atau Kotamadya Dati II. 
Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah 
terdiri dari kepala daerah dan DPRD, dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD 
dari sedikitnya tiga dan paling banyak lima orang calon. Kemudian, sedikitnya 
dua dari calon yang terpilih diusulkan kepada presiden melalui menteri dalam 
negeri (untuk kepala daerah tingkat I), dan kepada menteri dalam negeri 
melalui gubernur (untuk kepala daerah tingkat II). Selanjutnya, penetapan 
terakhir berada di tangan presiden atau menteri dalam negeri. Mekanisme 
tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi keseimbangan antara 
kepentingan daerah dan pusat, dalam kaitannya dengan peran ganda yang 
dimiliki kepala daerah. 
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32  Tahun 
2004.   
 Sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku, pelaksanaan 
sistem pemerintahan daerah cenderung lebih bersifat sentralistik, dimana 
kewenangan penyelenggaraan pemerintahan diatur dan diputuskan oleh 
pemerintah pusat. Demikian pula dalam penyusunan perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mengacu kepada 
pemerintah pusat. 
Namun, sejak undang-undang tersebut berlaku, yang selanjutnya 
direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 








dalam lembaran negara), pelaksanaan sistem pemerintahan mengalami 
perubahan menjadi sistem desentralisasi.  
Dalam sistem ini, sebagian besar kewenangan yang pada mulanya 
dipegang oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah otonom 
Kewenangan ini mencakup semua bidang, kecuali bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan (hankam), peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. 
Pemerintahan kabupaten/kota selanjutnya akan mengatur dan 
mengurus sendiri segala urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat di daerahnya masing-masing., antara lain melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. 
 Melalui kewenangan tersebut, setiap daerah otonom juga akan selalu 
berusaha menggali potensi-potensi yang dimiliki, baik berupa potensi sumber 
daya alam maupun sumber daya manusia, yang selanjutnya dikelola secara 
optimal demi peningkatan pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat. 
Salah satu isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 
profesionalisme aparat pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan besar yang 
dimiliki pemerintah daerah hanya akan bermanfaat bagi masyarakat daerahnya 
seandainya diikuti dengan perbaikan kemampuan profesionalisme aparatnya, 
karena hal tersebut menjadi syarat penting bagi keberhasilan otonomi daerah. 
Dalam rangka mendukung upaya tersebut, diperlukan struktur organisasi dan 








Kondisi ini berbeda dengan sistem sebelumnya, dimana struktur 
organisasi dan tata kerja pemerintah bersifat seragam untuk semua daerah, 
baik pada pemerintah kabupaten/kota, Kecamatan maupun kelurahan. 
Akibatnya, setelah pemberlakukan otonomi daerah, terdapat perbedaan 
struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan antara suatu kabupaten/kota 
dengan kabupaten/kota yang berdekatan. Penentuan SOT tersebut setelah 
dibahas secara bersama antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan DPRD, 
selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah (Peraturan Daerah). 
Keadaan di atas juga terjadi di Kabupaten Karanganyar. Sebagai upaya 
penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah yang sesuai 
dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki, khususnya mengenai struktur 
organisasi dan tata kerja pemerintahan di Kecamatan dan kelurahan, maka 
pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Karanganyar telah 
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar. 
Pada Peraturan Daerah tersebut, antara lain diatur mengenai 
kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan 
fungsional, peraturan pengangkatan atau pemberhentian pejabat, dan tata kerja 
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan maupun kelurahan. 
Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, Bupati 
Karanganyar mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2001 tentang 
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan di 








di Kabupaten Karanganyar harus melaksanakan Peraturan Daerah tersebut di 
wilayahnya masing-masing, termasuk di Kecamatan Jumapolo. 
Walaupun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 merupakan 
peraturan yang harus berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, 
namun di dalam implementasinya, dimungkinkan masih terjadi 
hambatan/kendala. Hambatan/ kendala tersebut seperti terbatasnya sumber 
daya manusia khususnya persyaratan yang harus dimiliki seorang pegawai 
untuk diangkat sebagai pejabat struktural, terbatasnya fasilitas ruangan kantor 
sehingga penataan ruangan terkesan sempit dan terbatasnya anggaran 
operasional sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat 
kurang optimal. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 di Kantor 
Kecamatan Jumapolo ? 
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanan 












C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 
di Kantor Kecamatan Jumapolo ? 
2. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 di Kantor Kecamatan 
Jumapolo. 
3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. 
 
D.  Manfaat Penelitian. 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi 
bagi para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Karanganyar dalam 
kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
2. Menambah wawasan dan khasanah keilmuan khususnya dibidang Ilmu 
Administrasi Publik serta menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang 


















Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan yang penting 
dalam suatu proses kebijakan publik. Oleh karena itu, sebelum dikemukakan 
bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kantor Kecamatan Jumapolo, sebagai 
suatu implementasi kebijakan publik dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu 
kiranya dikemukakan terlebih dahulu batasan dan pengertian dari implementasi 
kebijakan publik.  
A.  Implementasi Kebijakan Publik 
Setiap negara pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu, 
diperlukan perencanaan-perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Sebagai 
salah satu penyelenggara negara, pemerintah dalam upaya mewujudkan 
perencanaan tersebut, senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan atau membuat 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat umum atau publik, yang 
sering diungkapkan sebagai suatu kebijakan publik. 
Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah 
merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas 
atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana, seperti Keputusan 
Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), 
Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.  
Implementasi kebijakan publik di atas melibatkan usaha dari pengambil 









mengatur perilaku kelompok sasaran, misalnya kebijakan penataan Kantor 
Kecamatan akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi kabupaten dan 
Kecamatan. 
1. Kebijakan Publik 
Kata  kebijakan  merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “Policy”. 
Menurut Irfan Islany (1994 : 15), kebijakan merupakan  
“Suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok 
orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah 
besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.  
 
Berbicara mengenai kebijakan tidak terlepas dari istilah kebijakan 
publik. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai 
public policy. Pengertian mengenai kebijakan publik telah dikemukakan oleh 
beberapa pakar, antara lain Thomas R. Dye (1992 : 2-4) mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai  
“Whatever governments choose to do or not to do (Segala sesuatu yang 
pemerintah pilih untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan)”.  
 
Irfan Islany (1994 : 19) menyatakan bahwa kebijakan publik 
merupakan:   
“Serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh 
pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang 
mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik”.  
 
Berdasarkan definisi ini, kebijakan publik memiliki implikasi sebagai 
berikut : 
Ø Kebijakan publik berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah. 
Ø Tindakan-tindakan pemerintah tersebut dialokasikan kepada seluruh 








Ø Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 
Ø Tindakan-tindakan pemerintah tersebut selalu diorientasikan terhadap 
terpenuhinya kepentingan publik. 
Sedangkan pendapat Harold Laswell sebagaimana dikemukakan oleh 
Riant Nugroho Dwijowijoto (2003 : 3-4), mengenai definisi kebijakan publik 
adalah sebagai: 
“Suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, 
nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu”. 
 
 Sedangkan Ramlan Surbakti (dalam Roro Lilik Ekowati, 2005 : 1) 
memberikan definisi kebijakan publik sebagai: 
“Kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini 
adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri 
adalah keputusan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan 
pemerintah.” 
 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan publik merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang 
berkaitan dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya serta 
menyangkut masyarakat umum mengenai segala sesuatu yang akan dikerjakan 
maupun tidak dikerjakan pemerintah, dimana kebijakan tersebut memiliki 
tujuan tertentu demi kepentingan publik. 
2. Model implementasi kebijakan 
Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan 
(Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003 : 165) yaitu : 
1) Implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah (top-








2) Implementasi kebijakan yang berpola paksa (command-and-control) 
dan mekanisme pasar (economic incentive).  
Pemilahan implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 1.  
 Pemilahan Implementasi Kebijakan, bukan model. 
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MH      : Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) 
MS       : Model Mazmanian dan A. Sabatier (1983) 
HG       : Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978) 
GR       : Model Merilee S. Grindle (1980) 
RE dkk : Model Richard Elmore (1979), Michel Lipsky (1971) dan Benny  
               Hjem dan David O’Porter (1981) 
Model mekanisme paksa merupakan model yang mengedepankan arti 


















atas mekanisme paksa di dalam negara dimana tidak ada mekanisme 
insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak 
melaksanakan. Secara matematis, model ini disebut sebagai  Zero-Minus  
Model, dimana yang ada hanya nilai nol dan minus saja. 
Model mekanisme pasar merupakan model yang mengedepankan 
mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalan-kan 
tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Secara 
matematis model ini dapat disebut sebagai zero-Plus Model, dimana hanya ada 
nilai nol dan plus. Diantaranya, terdapat kebijakan yang memberikan insentif 
di satu kutub, dan memberikan sanksi di kutub lain.  
Berdasarkan model-model tersebut, maka model implementasi 
kebijakan dapat dipetakan sebagai berikut : Sumber dari bukunya Riant 
Nugroho Dwijowijoto Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan 
Evaluasi pada Bagian enam, Implementasi Kebijakan     
1) Model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald 
Van Meter dengan Carl Van Horn (1975), diberi label ‘MH’ yang terletak 
di kuadran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa 
daripada di mekanisme pasar. 
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan 
secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan 
publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang 
mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: 
1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,  








3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta 
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementator. 
Gambar 2.  









Sumber :  Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003 : 168 
2) Model kerangka analisis implementasi, yang diperkenalkan oleh 
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), diberi label ‘MS’, 
terletak di kuadran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme 
paksa daripada mekanisme pasar. Duet ini mengklasifikasikan proses 
implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yang bersumber dari 
Bukunya Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik, Formulasi, 
Implementasi dan Evaluasi pada bagian keenam,  yaitu : 
a) Variabel independen.  
Variabel independen adalah mudah tidaknya masalah 
dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 

























Karakteristik dari agen 
pelaksana/implementor 
Kondisi ekonomi, 








b) Variabel intervening.  
Variabel intervening merupakan variabel kemampuan 
kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan 
indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori 
kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hierarkis 
diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga 
pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan 
kepada pihak luar serta variabel di luar kebijakan yang 
mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan 
indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, 
sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih 
tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat 
pelaksana. 
c) Variabel dependen.  
Variabel dependen merupakan tahapan dalam proses 
implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari 
lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan 
pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil 
nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan 
yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan 


























Sumber :  Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003 : 170 
3) Model yang diperkenalkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. 
Gun (1978), diberi label ‘HG’, terletak dikuadran puncak ke bawah 
dan lebih berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. 
Model ini memerlukan beberapa syarat berdasarkan buku Kebijakan 
Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi oleh Riant Nugroho 
Dwijowijoto, pada bagian keenam, seperti : 
a) Adanya jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ 
badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. 
Mudah tidaknya masalah dikendalikan 
1. Dukungan teori dan teknologi 
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
3. Tingkat perubahan perilaku yang 
dikehendaki 
Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan 
proses implementasi 
1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 
2. Dipergunakannya teori kausal 
3. Ketepatan alokasi sumberdana 
4. Keterpaduan hirarkis di antara lembaga 
pelaksana 
5. Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana 
6. Perekrutan pejabat pelaksana 
7. Keterbukaan kepada pihak luar 
Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi 
proses implementasi 
1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 
2. Dukungan publik 
3. Sikap dan risorsis dari konstituen 
4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi 
5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari 
pejabat pelaksana  


























b) Tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk sumberdaya 
waktu. Hal ini cukup sulit  terpenuhi, mengingat terbatasnya 
sumber daya yang tersedia dan tidak merata pada seluruh wilayah. 
c) Adanya perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan. 
Mengingat kebijakan publik merupakan kebijakan yang kompleks 
dan menyangkut dampak yang luas, maka kebijakan publik akan 
melibatkan berbagai sumber yang diperlukan. 
d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal 
yang andal. Pada prinsipnya, kebijakan yang dilakukan memang 
dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 
e) Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin 
sedikit hubungan sebab-akibat, maka semakin tinggi pula hasil 
yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat tercapai. Sebuah 
kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, 
maka akan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. 
f) Tingkat hubungan saling ketergantungan yang kecil. Asumsinya 
adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, maka 
implementasinya tidak akan dapat berjalan secara efektif, apalagi 
jika hubungan yang terjadi merupakan hubungan ketergantungan. 
g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
Melalui pemahaman yang mendalam dan adanya kesepakatan 










h) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang 
benar. Tugas dan prioritas yang jelas merupakan  kunci efektivitas 
implementasi kebijakan. 
i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Hal ini mengingat 
komunikasi berfungsi sebagai perekat organisasi, sedangkan 
koordinasi merupakan asal muasal dari kerja sama tim serta 
terbentuknya sinergi. 
j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut 
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Tanpa adanya otoritas 
yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa 
kebijakan, tanpa ada impak bagi target kebijakan. 
4) Model yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (1980), diberi label 
‘GR’, terletak di kuadran puncak ke bawah dan lebih berada di 
mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar, yang bersumber dari 
buku Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi oleh 
Riant Nugroho Dwijowijoto.  
Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasi-kan, maka implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya ditentukan oleh derajad implementability dari 











1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkannya,  
3. Derajad perubahan yang diinginkan,  
4. kedudukan pembuat kebijakan,  
5. Pelaksana program,  
6. Sumber daya yang dikerahkan.  
 
Konteks implementasinya mencakup :  
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,  
2. Karakteristik lembaga dan penguasa, 






















 Model Grindle 










Tujuan yang ingin dicapai 
Program aksi dan proyek 
individu yang didisain dan  
dibiayai 
 
Apakah program yang 




Keberhasilan Implementasi Kebijakan 
Sumber :  Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003 : 176 
 
5) Model yang disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky 
(1971), dan Benny Hjern & David O’Porter (1981), diberi label “RE 
dkk”, terletak di kuadran bawah ke puncak dan lebih berada di 
mekanisme pasar, yang bersumber dari buku Kebijakan Publik 
Isi kebijakan : 
1. Kepentingan yang 
terpengaruhi oleh kebijakan 
2. Jenis manfaat yang akan 
dihasilkan 
3. Derajat perubahan yang 
diinginkan 
4. Kedudukan pembuat 
kebijakan 
5. (Siapa) pelaksana program 




1. Kekuasaan, kepentingan dan 
strategi aktor yang terlibat 
2. Karakteristik lembaga dan 
penguasa 
Hasil Kebijakan : 














Formulasi, Implementasi dan Evaluasi oleh Riant Nugroho 
Dwijowijoto pada bagian keenam. 
Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang 
terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka, 
tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki. 
Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang 
mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi 
kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya 
ditataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai 
dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target dan sesuai pula 
dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. 
Setelah mengetahui model-model implementasi kebijakan, 
masalah penting berikutnya adalah model mana yang yang hendak 
dipakai? Mengenai hal ini, Riant Nugroho Dwijowijoto (2003 : 177) 
menyatakan bahwa  
“Tidak ada model yang terbaik. Setiap jenis kebijakan publik 
memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan”.  
 
Namun, perihal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa 
implementasi kebijakan harus menampilkan keefektivan dari kebijakan 
itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, pada prinsipnya terdapat empat 
tepat yang harus dipenuhi, yaitu : 
1) Tepat kebijakan. Ketepatan kebijakan ini dapat dinilai dari sejauh 
mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang 








ketepatan ini dapat ditinjau dari sisi apakah kebijakan tersebut 
sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak 
dipecahkan, serta apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga 
yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter 
kebijakannya. 
2) Tepat pelaksana. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya 
pemerintah, tapi terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi 
pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah dengan 
masyarakat/ swasta dan implementasi kebijakan yang diswastakan. 
Ketepatan dalam penentuan aktor pelaksana kebijakan dapat 
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya. 
3) Tepat target. Ketepatan hal ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu 
apakah target yang diintervensi telah sesuai dengan yang 
direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi 
lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. 
Perihal kedua adalah apakah targetnya dalam kondisi siap untuk 
disintervensi atau tidak, dan ketiga adalah apakah intervensi 
implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui 
implementasi kebijakan sebelumnya 
4) Tepat lingkungan. Terdapat dua lingkungan yang paling 
menentukan, yaitu : 
a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga 
perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga 








b) Lingkungan eksternal kebijakan yang berupa opini publik, yaitu 
persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan 
yang akan, sedang atau telah dijalankan. 
Tindakan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan 
publik, sangat erat kaitannya dengan besarnya tanggung jawab 
pemerintah dalam pencapaian keberhasilan tujuan pembangunan. 
Berkaitan dengan hal ini, pemerintah mempunyai empat fungsi, yaitu 
sebagai stabilisator, dinamisa-tor, inovator dan akumulator. Perincian 
fungsi tersebut sebagai berikut :  
1) Stabilisator, artinya pemerintah harus mampu menciptakan adanya 
keadaan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan mantap. 
2) Dinamisator, artinya pemerintah harus mampu menjadikan dirinya 
secara terus menerus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Kestabilan di bidang politik, sosial maupun ekonomi bukan 
menjadi kestabilan yang semu dan statis, tetapi kestabilan yang 
dinamis, dimana pemerintah secara kreatif membangkitkan sikap-sikap 
membangun baik bagi aparaturnya maupun bagi masyarakat secara 
keseluruhan. 
3) Inovator, artinya pemerintah harus mampu menjadikan dirinya sebagai 
sumber ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Hal ini terkait dengan 
kedudukan pemerintah yang stretegis dalam perencanakan 
pembangunan nasional, yaitu sebagai pihak pertama yang harus 








4) Akumulator, artinya pemerintah wajib menghimpun dan sekaligus 
menyalurkan (sebagai alokator) daya dan dana, baik yang berada pada 
pemerintah maupun masyarakat, yang selanjutnya dimanfaatkan secara 
optimal bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak 
faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu dengan 
yang lain. Sebagaimana pandangan Edwards III (Ekowati, 2005 : 35),  
“Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel 
yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 
organisasi”. 
 
1) Komunikasi (communications) 
Agar suatu implementasi dapat berjalan efektif, orang yang 
melaksanakan suatu keputusan harus mengetahui apa yang harus 
dikerjakan, serta implementasi kebijakan tersebut harus jelas, akurat 
dan konsisten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak 
secara jelas spesifikasinya, maka mereka dimungkinkan kurang 
memahami siapa yang mereka arahkan. Sehingga dapat terjadi 
kebingungan dalam pelaksanaan, atau bahkan kebijakan tersebut tidak 
dapat terlaksana.  
Komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan sangat 
diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan secara 
efektif dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi yang 








mendapat perhatian para pelaksana, maupun item-item yang diper-
kirakan dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaannya. 
Menurut Edward III (Koryati, Nyimas, Wisnu Hidayat, H.N.S. 
Tangkilisan, 2004 : 26-27) :  
“Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus 
ditransmisikan kepada personil yang tepat sebelum bisa diikuti. 
Komunikasi membutuhkan keakuratan dan secara akurat pula 
diterima oleh implementator serta konsistensi implementasi 
kebijakan berjalan efektif.” 
 
2) Sumber daya (resources) 
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsisten, namun apabila implementator kekurangan sumber daya 
untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan 
efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia 
staf/personil dengan jumlah beserta keahlian yang diperlukan, 
informasi yang relevan dan cukup mengenai bagaimana 
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber lain 
yang terkait dalam implementasi, serta didukung dengan fasilitas 
seperti bangunan, sarana prasarana, dan anggaran operasional. 
Penyediaan sumber daya yang kurang memadai dapat berakibat 
pada kurang lancarnya pelaksanaan implementasi kebijakan, pelaya-
nan yang kurang memuaskan, dan adanya penyimpangan terhadap 
peraturan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena adanya upaya 
untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan sumber daya yang tersedia. 
Oleh karena itu, penyediaan sumber daya tersebut diharapkan dapat 








juga diikuti dengan kelengkapan sumber daya penunjangnya. Sebagai 
contoh, penyediaan sarana komputer, juga diikuti dengan penyediaan 
sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan komputer tersebut. 
3) Disposisi (dispositions) atau sikap (attitudes) 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementator. Proses implementasi kebijakan yang efektif bukan 
hanya mempertimbangkan kemampuan implementator tetapi juga 
sikap dimana mereka berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan 
dengan baik, karena implementator tidak selalu melaksanakan 
kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat kebutusan secara 
konsekuen. Pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas yang 
mengharuskan untuk mencoba memanipulasi kebijakan atau mencoba 
mengurangi kebijakasanaan implementator. 
4) Struktur birokrasi (bureucratic stuctrute) 
Struktur birokrasi merupakan suatu tingkatan/hirarki dalam 
suatu organisasi birokrasi, dimana pada masing-masing tingkatan 
memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. 
Implementasi kebijakan dalam struktur birokrasi yang tidak efisien 
akan memer-lukan kerjasama dengan sejumlah besar personil, tidak 
adanya koordi-nasi akibat adanya fragmentasi organisasi menyebabkan 
terbuangnya sumber daya secara percuma, menciptakan keraguan, 









Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar. Standar prosedur operasional 
organisasi menjadi pedoman bagi setiap implementator di dalam 
bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 
birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini pada gilirannya 




Implementasi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia berarti 
pelaksanaan atau penerapan. Mengingat pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001 merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, maka pengertian 
implementasi dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian implementasi 
kebijakan. Berkenaan dengan banyaknya pengertian implementasi 
kebijakan yang diberikan para pakar, Rutiana Dwi W (2002 : 16) telah 
mengumpulkan beberapa pendapat tersebut, seperti : 
1) Pelaksanaan dan pengarahan tindakan kebijakan dalam jangka waktu 
tertentu (William N. Dunn). 
2) Sebuah proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan sehingga 








3) Sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan 
yang mampu untuk meraihnya (Jeffrey L. Presman dan Aaron B. 
Wildavsky). 
4) Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara 
individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai 
tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan (Meter dan Horn). 
Selain itu, Riant Nugroho Dwijowijoto (2003 : 158) 
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: 
 “Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.  
 
Tujuan dari suatu kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan 
intervensi. Oleh karena itu, Riant Nugroho Dwijowijoto (2003:161) 
menekankan bahwa, 
“Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action)  
intervensi itu sendiri”.  
 
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks 
manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling, 
sehingga ketika suatu kebijakan telah dibuat, maka tugas selanjutnya 
adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk 
memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan 
tersebut.  
b. Tahapan operasional implementasi 
Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus 
melakukan aksi yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber 








dengan hal ini, pemerintah harus mengintepretasikan kebijakan yang 
dibuat dalam bentuk suatu program. Selanjutnya, agar dapat lebih 
operasional dan siap dilaksanakan, maka program tersebut dapat 
dirumuskan sebagai suatu proyek, sehingga memudahkan para pelaksana 
lapangan untuk merealisasikannya dalam bentuk kegiatan atau tindakan 
fisik. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan 
suatu konsekuensi (hasil, efek atau akibat).  
Menurut Dunn (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994 : 5), 
“Konsekuensi kebijakan dapat dibagi dua yaitu output dan 
dampak”.  
 
Menurut Samodra Wibawa, dkk (1994 : 5),  
“Output merupakan barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima 
oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran 
maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh 
oleh kebijakan”. 
 
Lebih lanjut Samodra Wibawa memberi pengertian dampak 
sebagai, 
“Perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari 
output kebijakan”. 
 
Hubungan antara kebijakan, output dan dampak di atas, merupakan 
tahapan dalam operasional implementasi kebijakan yang dapat 











Tahapan operasional implementasi kebijakan 
Kebijakan/              Program Proyek 
 
    Kegiatan 
 
    Output 
 
  Dampak A  Dampak B 
 
    Dampak C 
Sumber : Samodra Wibawa dkk, 1994 : 6 
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat 
interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya, 
yaitu formulasi kebijakan (pendefinisian masalah, perumusan masalah, 
dan pengesahan masalah). Implementasi kebijakan merupakan jaringan 
yang tidak nampak dari berbagai elemen kebijakan. Padahal dalam 
proses kebijakan sebelumnya mungkin mengandung berbagai persoalan, 
sehingga dalam tahap implementasi tersebut juga terkandung beberapa 
persoalan. Masalah yang muncul bisa dari administrator, petugas 
lapangan, dan kelompok sasaran. Kemunculan persoalan bisa muncul 
dalam proses interpretasi atas tujuan kebijakan, target dan strategi 
implementasi. Berbagai faktor dapat menimbulkan penundaan, 
penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan kebijakan. 
Proses implementasi sering disebut sebagai kotak hitam (black 








variabel antara yang menentukan keberhasilan proses transformasi dari 
target dan tujuan kebijakan ke arah pencapaian hasil kebijakan. 
Implementasi kebijakan dimulai setelah suatu kebijakan memperoleh 
pengesahan dari legislatif dan dimulai dengan tahap penyusunan 
program. Kondisi di atas, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam 
Samodra Wibawa dkk, 1994 : 6) dengan memperhatikan, 
 “Identifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan 
yang hendak dicapai, dan merancang struktur proses 
implementasi, menyusun program yang jelas, atau merinci 
program ke dalam kegiatan proyek”. 
 
Menurut Caslev dan Kumar (dalam Samodra Wibawa dkk,1994 : 
16) langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan adalah : 
1) Mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini, perlu dilakukan 
pembatasan masalah yang hendak dipecahkan, pemisahan masalah 
dari gejala yang mendukungnya dan perumusan sebuah hipotesis. 
2) Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah 
tersebut, melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. 
3) Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan, meliputi : 
a) Analisis situasi politik dan organisasi yang sebelumnya 
mempengaruhi kebijakan. 
b) Mempertimbangkan berbagai variabel yang dapat 
mempengaruhi komposisi staf, tekanan politik, moral dan 










4) Mengembangkan solusi-solusi alternatif 
5) Memperkirakan solusi yang layak. Tentukan kriteria dengan jelas 
dan yang dapat diterapkan untuk menguji kelebihan dan kelemahan 
setiap solusi alternatif. 
6) Memantau terus umpan balik dari setiap tindakan yang dilakukan 




Organisasi merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Melalui organisasi, pekerjaan dapat dilakukan 
secara efektif dan efisien. Robbins (dalam Dalam Agus Joko dkk, 2001 :  12) 
mendefinisikan organisasi sebagai:  
“Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah 
batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus 
menerus untuk mencapai suatu atau sekelompok tujuan yang teleh 
ditetapkan”. 
 
Dalam suatu organisasi dimungkinkan terdapat berbagai jenis 
pekerjaan, sehingga diperlukan koordinasi agar kegiatan tersebut dapat 
berlangsung dengan baik. Konsekuensi dari koordinasi tersebut adalah adanya 
pemberian tugas maupun kewenangan kepada suatu kelompok/orang untuk 











2. Struktur organisasi 
Sebagaimana dikemukakan diatas, agar suatu pekerjaan dapat 
dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu struktur 
organisasi. Menurut Agus Joko dkk (2001 : 17), 
 “Struktur organisasi merupakan suatu bentuk geometris dari 
pembagian kerja dan rangkaian hierarki hubungan. Struktur ini 
merupakan rangka dari tubuh organisasi”. 
 
Pembagian dalam struktur organisasi mengacu kepada pembagian 
kerja. Pada dasarnya hal ini merupakan elaborasi peran, yaitu setiap orang di 
dalam organisasi akan memperoleh tugas-tugas tertentu yang harus 
diselesaikan (spesialisasi pekerjaan). Agar spesialisasi dalam organisasi dapat 
dikendalikan untuk mencapai tujuan, maka manajer perlu mengintegrasikan 
bagian-bagian secara bersama menuju kepada suatu keseimbangan yang 
dinamis. 
Dalam penyusunan struktur ogranisasi, perlu memperhatikan empat 
faktor pendekatan situasional yaitu : 
a. Struktur organisasi harus sesuai dengan tugas, terkait dengan misi yang 
diemban, strategi yang diterapkan, uraian tugas institusional dan personal, 
tersedianya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 
memadai, dukungan anggaran serta tersedianya sarana dan prasarana kerja. 
b. Struktur organisasi dibentuk untuk mengurangi jarak kekuasaan dengan 
menciptakan organisasi yang datar, peningkatan intensitas dan frekuensi 








terutama untuk turut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, 
penyeliaan yang simpatik, dan sistem penilaian kinerja yang objektif. 
c. Penggunaan berbagai tipe atau model organisasi yang dapat digunakan 
seperti organisasi fungsional, organisasi matriks, dan kepanitiaan. Dengan 
penggunaan tipe organisasi tesebut  suatu organisasi dapat meningkatkan 
kinerjanya, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitasnya dan mampu 
memberikan pelayanan dengan cepat, serta memuaskan kliennya. 
d. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Artinya struktur 
apapun yang digunakan harus menjalin keseimbangan antara wewenang 
dan tanggung jawab yang mencerminkan kebijakan pimpinan dalam 
menerapkan pola desentralisasi untuk pengambilan keputusan. 
3. Penataan organisasi 
Penataan organisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas 
organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, penataan 
organisasi juga diharapkan mampu menjaga efisiensi anggaran dan 
mewujudkan struktur pemerintah daerah yang miskin struktur tapi kaya fungsi 
(Dwiyanto, et, al, 2003: 37). 
Dengan demikian penataan orgnisasi dimaksudkan agar adanya 
pelimpahan kewenangan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
dalam tugas dan mengganggu efektivitas organisasi serta memberikan 
motivasi kerja anggota organisasi agar lebih kreatif dan inovatif sehingga 
penataan organisasi akan mampu menciptakan organisasi yang sesuai dengan 








Kewenangan merupakan suatu hak seorang pejabat untuk mengambil 
tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat 
dilaksanakan dengan baik. Wujud pelimpahan kewenangan dapat dilakukan 
dengan pelimpahan wewenang secara vertikal dan maupun secara horisontal. 
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pelimpahan 
wewenang, yaitu : 
a. Batas wewenang atau bidang tugasnya. Setiap pejabat yang akan 
melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain harus mengetahui dengan 
jelas terlebih dahulu apa saja wewenang yang dimiliki. 
b. Tanggung jawab dalam pelimpahan wewenang dipikul secara bersama 
antara pejabat yang melimpahkan dan pejabat yang menerima wewenang. 
c. Keseimbangan antara tugas, tanggung jawab dan wewenang. Apabila tugas 
yang diserahkan ringan maka tanggung jawabnya juga ringan sehingga 
wewenang yang diperlukan juga sedikit. 
d. Kemauan pejabat atasan untuk memperhatikan pendapat dan saran dari 
pejabat yang menerima limpahan atau pejabat bawahannya tersebut. 
e. Pelimpahan wewenang harus disertai kepercayaan bahwa pejabat yang 
diserahi wewenang akan melaksanakannya dengan baik. 
f. Membimbing pejabat yang diserahi wewenang agar pelaksanaan pekerjaan 
menjadi lebih baik. 
g. Melakukan pengontrolan. Karena pejabat yang melimpahkan wewenang 
masih ikut bertanggung jawab, maka pejabat yang melimpahkan 








Pelimpahan wewenang akan berjalan dengan baik apabila memenuhi 
pula syarat, seperti tugasnya jelas, ada pejabat yang memang bersedia 
melimpahkan wewenangnya dan ada pejabat yang memang mampu menerima 
wewenang. 
Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa struktur 
maupun penataan organisasi pada Kantor Kecamatan diharapkan dapat 
ditemukan suatu pola organisasi yang sesuai dengan fungsi Kecamatan 
sebagai fasilitator dan pelayanan. Disamping itu untuk mendukung 
terwujudnya fungsi tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia maupun 
sumber daya finansial yang memadai sehingga tujuan penataan organisasi 
Kecamatan dapat dicapai sesuai dengan keinginan yaitu memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat secara tertib dan lancar. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditetapkan dalam rangka menciptakan tata 
pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah 
tersebut, dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2001 tentang Uraian 
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten 
Karanganyar dimana pada akhirnya diharapkan pelayanan publik akan menjadi 
baik. 
Mengingat pentingnya penerapan kebijakan tersebut, maka perlu diketahui 
apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta 








informasi yang obyektif sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dalam penerapan kebijakan publik tersebut.  
Bertolak dari uraian-uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka 




























Gambar 6.   
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Penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Kecamatan Jumapolo, 
Kabupaten Karanganyar. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Kantor Kecamatan 
Jumapolo merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001, dimana pada Kecamatan tersebut terjadi 
hambatan/kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang cukup menonjol 
dibanding Kecamatan lainnya.  
 
B. Fokus dan Aspek Kajian 
1. Fokus kajian. 
Fokus kajian yang akan di bahas pada penelitian ini antara meliputi: 
a. Komunikasi. 
b. Sumberdaya. 
c. Disposisi atau watak. 
d. Struktur organisasi. 
2. Aspek Kajian 













a. Komunikasi, meliputi :  
1) Tingkat pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 
2001. 
2) Hubungan timbal balik antara pemerintah Kabupaten Karanganyar 
dengan pemerintah Kecamatan Jumapolo. 
b. Sumber daya, mencakup : 
1) Jumlah pegawai. 
2) Tingkat/latar belakang pendidikan. 
3) Golongan kepangkatan 
c. Disposisi atau watak, mencakup : 
1) Kesiapan pegawai Kecamatan terhadap implentasi Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001. 
2) Penerimaan pegawai Kecamatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2001. 
d. Struktur organisasi, mencakup : 
1) Struktur organisasi pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
2) Kedudukan, fungsi dan tugas pokok pemerintah Kecamatan 
Jumapolo. 
3) Kesesuaian struktur organisasi pemerintah Kecamatan terhadap 
kebutuhan daerah.  








Tabel 1.   
Fokus Kajian dan Aspek Kajian 







































a. Tingkat pemahaman terhadap 
Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001. 
b. Hubungan timbal balik pemerintah 
kabupaten dengan pemerintan 
Kecamatan. 
 
a. Jumlah pegawai/staf. 
b. Tingkat pendidikan. 
c. Golongan kepangkatan 
 
a. Kesiapan pegawai Kecamatan 
Jumapolo terhadap implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001. 
b. Penerimaan pegawai Kecamatan 
terhadap Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2001. 
 
a. Struktur organisasi pemerintah 
Kecamatan berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
b. Kedudukan, fungsi dan tugas 
pokok pemerintah Kecamatan 
Jumapolo. 
c. Kesesuaian struktur organisasi 
pemerintah Kecamatan Jumapolo 
terhadap kebutuhan daerah  
 
 
C. Data dan Sumber Data  
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam 
penelitian. Data primer diperoleh dari Camat Kecamatan Jumapolo beserta  








2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, 
yaitu dikumpulkan oleh peneliti melalui catatan, buku-buku, majalah, 
dokumen maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
dua metode yaitu :  
1. Metode wawancara 
Pada metode ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Camat 
Kecamatan Jumapolo maupun para pejabat pada Kantor Kecamatan Jumapolo. 
Pertanyaan yang diajukan antara lain mencakup bagaimana proses 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 di Kantor Kecamatan 
Jumapolo, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses implementasi 
tersebut.  
2. Metode dokumentasi 
Metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang 
diperlukan secara tidak langsung. Data-data yang diperoleh dapat melalui 
dokumen-dokumen resmi yang ada pada Kantor Kecamatan Jumapolo, atau 
Kantor Bupati Kabupaten Karanganyar, kaitannya dengan salinan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 beserta produk-produk hukum lainnya yang 









3. Metode observasi 
Metode observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara 
langsung terhadap obyek penelitian (Kantor Kecamatan Jumapolo),  
khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan tema penelitian.  
 
E. Unit Analisis 
Unit analisis merupakan hal-hal atau obyek yang akan dianalisis dalam 
penelitian ini. Berdasarkan fokus dan aspek kajian di atas, maka unit analisis 
dalam penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi 
atau watak, dan struktur organisasi. Pada komunikasi, unit-unit yang dianalisis 
mencakup tingkat pemahaman pegawai terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001 dan hubungan timbal balik antara pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dengan pemerintah Kecamatan Jumapolo. 
Pada unit analisis sumber daya yang dimiliki, unit-unit yang dianalisis 
mencakup jumlah pegawai, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dan 
golongan kepangkatan. Adapun mengenai disposisi atau watak, dianalisis 
mengenai kesiapan pegawai Kecamatan terhadap implentasi Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001 dan penerimaan pegawai Kecamatan terhadap Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Sedangkan mengenai struktur organisasi, analisis 
yang dilakukan mencakup struktur organisasi pemerintah Kecamatan berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 dan kedudukan, fungsi dan tugas pokok 
pemerintah Kecamatan Jumapolo.  
Selain itu, juga dianalisis mengenai hambatan-hambatan yang terjadi 








upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Step-step dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif, yang menurut Winarno Surakhmad (1972 : 131), adalah : 
“Metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya 
tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap 
yang nampak, atau suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang 
sedang bekerja, kelalaian yang timbul, kecenderungan yang nampak, 
pertentangan yang meruncing dan sebagainya.” 
 
Dengan demikian, dalam penelitian ini hanya dilakukan penggambaran, 
pemaparan serta penjelasan kondisi yang ada pada Kantor Kecamatan Jumapolo, 
kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Analisis 
secara deskriptif kualitatif ini dilakukan terhadap unit-unit analisis sebagaimana 
dikemukakan di atas.  
 
G. Kerangka Analisis 
Berdasarkan unit-unit analisis yang telah dikemukakan di atas, maka analis 













Gambar 7.   













Peraturan Daerah No. 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis. 
Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Karanganyar yang memiliki wilayah seluas ± 5.567,031 Ha, terletak 18 km 
sebelah selatan Ibukota Kabupaten Karanganyar. Termasuk dataran tinggi 
dengan ketinggian dari permukaan laut ± 550 M, cuaca beriklim tropis dengan 
suhu udara rata-rata 30 OC.  
Adapun batas administrasi wilayah Kecamatan Jumapolo adalah : 
- Sebelah Utara     : berbatasan dengan Kecamatan Jumantono. 
- Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Kecamatan Jatipuro. 
- Sebelah Timur    : berbatasan dengan Kecamatan Jatiyoso. 
- Sebelah Barat     : berbatasan dengan Kecamatan Bendosari Kabupaten   
                               Sukoharjo. 
Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 Desa dan dibagi lagi menjadi 102 
Dusun atau RW (Rukun Warga) dan 315 RT (Rukun Tetangga).  
Untuk lebih jelasnya berikut akan digambarkan komposisi secara 
keseluruhan Kecamatan Jumapolo secara rinci, sebagaimana berikut pada 













Data Luas Wilayah Desa Pada Kecamatan Jumapolo.  
Luas Wilayah No. Nama Desa 

















































 Jumlah 5.567,031 100 % 
Sumber : Monografi Kecamatan Jumapolo Tahun 2006. 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Desa yang paling  luas  
wilayahnya dari 12 Desa yang ada adalah Desa Jumapolo, mempunyai luas 
604.120 (10,85 %) ha. Kondisi tersebut, dikarenakan Desa Jumapolo terletah pada  
daerah perkotaan atau jantung wilayah Kecamatan Jumapolo. Desa yang paling 
sempit luas wilayahnya atau terkecil yaitu Desa Karangbangun yang luasnya 
hanya 346,294 (6,22 %) ha. Kondisi tersebut disebabkan karena Desa ini 
merupakan daerah perbatasan sebelah selatan Kecamatan Jumapolo dengan 
wilayah Kecamatan Jatipuro yang dihimpit oleh sungai yang disebut Sungai 
Bagor.  
2. Kondisi Demografis. 
Jumlah Penduduk sampai akhir tahun 2006 berdasarkan data Monografi 
Kantor Kecamatan Jumapolo berjumlah 69.222 jiwa yang terdiri dari 33.674 








(Kepala Keluarga) tersebar pada 12 Desa. Berikut adalah gambar komposisi 
penduduk Kecamatan Jumapolo secara rinci, sebagaimana pada tabel 3 : 
Tabel 3. 
Jumlah Penduduk Kecamatan Jumapolo  
Menurut Desa dan Jenis kelamin Tahun 2006 
Perempuan Laki-laki No. Nama Desa 























































































 Jumlah 33.674   51,3 31.705 48,4   65.379 
(100 %) 
Sumber  :  Monografi Kecamatan Jumapolo, 2006.  
Apabila dilihat menurut kelompok umur penduduk Kecamatan 
Jumapolo sesuai data monografi dan data Kecamatan dalam angka dapat 
















Distribusi Penduduk Kecamatan Jumapolo 
Menurut Kelompok Umur (5 tahun-an) dan Jenis Kelamin Tahun  2006 
USIA JENIS KELAMIN NO 
 P % L % 
1. 0 – 04 1.884 2,9 1.880 2,8 
2. 05 – 09 2.110 2,2 2.085 3,2 
3. 10 – 14 2.314 3,5 1.851 2,8 
4. 15 – 19 5.187 8,0 3.924 6,0 
5. 20 – 24 5.401 8,3 3.475 5,3 
6. 25 – 29 2.550 3,9 4.672 7,2 
7. 30 – 34 2.296 3,5 2.047 3,1 
8. 35 – 39 2.250 3,5 1.969 3,0 
9. 40 – 44 1.992 3,0 1.980 3,0 
10. 45 – 49 2.030 3,1 1.947 3,0 
11. 50 – 54 2.016 3,1 1.985 3,0 
12. 55 – 59 1.228 2,9 1.669 2,6 
13. 60 – keatas 2.416 3,7 2.221 3,4 
 Jumlah    33.674    52,6  31.705 48,4 
Sumber : Monografi Kantor Kecamatan Jumapolo, 2006. 
Berdasarkan data tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa proporsi penduduk 
yang berumur muda (0 -19 tahun) memperlihatkan persentase yang cukup 
tinggi yakni 14.819 jiwa (36,32%) hampir setengah dari jumlah penduduk 
keseluruhan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa Kecamatan Jumapolo secara 
demografis masih tergolong kedalam piramida  penduduk muda yang bersifat 
expansif.  
Adapun penduduk menurut kelompok usia sekolah dapat dilihat pada 

















Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah  
di Kecamatan Jumapolo Tahun 2006 




1.  7  – 12 tahun 4.139 12,09 
 2. 13 – 15 tahun 3.311   9,67 
3.  16 – 18 tahun 3.581 10,46 
4. 19 – 24 tahun 23.184 67,75 
 Jumlah 34.215    100 
Sumber : Kantor Dinas Cabang Pendidikan Jumapolo, 2006.  
Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa yang paling banyak 
penduduk menurut kelompok usia sekolah adalah penduduk yang berusia  
19 sampai 24 tahun yaitu sebanyak 23.184 orang (67,75%). Hal tersebut 
terjadi dikarenakan pada usia tersebut banyak masyarakat pemuda-pemudi 
yang sekolah di Kecamatan Jumapolo. 
3. Kondisi Sosial ekonomi. 
       a.  Pendidikan.  
Pendidikan memegang peran yang sangat strategis di dalam 
membentuk sumberdaya manusia yang produktif, inovatif dan  
berkepribadian. Dalam konteks pembangunan nasional, Pembangunan 
pendidikan memegang peranan penting karena berpengaruh terhadap 
pembangunan ekonomi dan kesehatan. Pembangunan pendidikan melalui 
program pendidikan yang relevan akan meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia yang cerdas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
memiliki keahlian, ketrampilan serta pruduktivitas. 
Konstitusi Negara kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 








mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh 
pendidikan. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. 
Oleh sebab itu perlu disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu 
indikator penentu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia suatu 
bangsa. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan 
seseorang akan mempengaruhi atau menentukan pula tinggi rendahnya 
kualitas Sumber daya Manusia. Untuk mengetahui seberapa besar kondisi 
pendidikan di Kecamatan Jumapolo, berikut merupakan data status 
pendidikan masyarakat di Kecamatan jumapolo pada tahun 2006.    
Tabel 6. 
Distribusi Penduduk menurut Status Pendidikan 
 Di Kecamatan Jumapolo Tahun 2006.  














Belum pernah SD 
Tidak tamat SD 





  2,07 
11,15 
  1,8 
  9,44 









C. Pendidikan Menengah 5.848 16,81 
 1. SLTA/MA 5.848 16,81 




















Kursus Keterampilan bengkel 









 Jumlah 34.771 100 








Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui tingkat pendidikan masysrakat  
Kecamatan Jumapolo seperti : Pra Pendidikan 8.498 orang (24,46%), 
Pendidikan Dasar 18.634 orang (53,59%), Pendidikan Menengah 5.848 
orang (16,81%), Pendidikan Tinggi 783 orang (2,25%), Pendidikan 
Khusus 1.008 orang (2,25%). 
Data diatas menunjukan pula bahwa status pendidikan masyarakat  
Kecamatan Jumapolo yang paling tinggi adalah pada pendidikan dasar 
18.634 orang (53,59%).     
Dalam rangka pemberian dan pelayanan pendidikan kepada 
masyarakat di Kecamatan Jumapolo telah disediakan beberapa sarana dan 
prasarana tersebut untuk belajar, mulai dari tingkat TK sampai SMA. 
Sarana  dan prasarana tersebut berupa gedung sekolah yang tersebar pada 
12 desa. Berikut data jumlah gedung berdasarkan tingkat pendidikan pada 
tiap desa di kecamatan Jumapolo 
Tabel 7.  
Jumlah sekolahan TK, SD, SMP/MTS dan SMA. 
NO DESA TK SD/MI SMP/ MTS SMA 
1. Paseban 2 2 - - 
2. Lemahbang 2 2 - - 
3. Karangbangun 2 2 - - 
4. Ploso 2 2 - - 
5. Giriwondo 2 3 - - 
6. Kadipiro 3 3 - - 
7. Jumantoro 3 3 - - 
8. Kedawung 2 2 - - 
9. Jumapolo 3 3 3 1 
10. Kwangsan 2 5 - - 
11. Jatirejo 2 3 1 - 
12. Bakalan 3 3 - - 
 Jumlah 28 33 4 1 








Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui  bahwa prasarana untuk 
mendukung sektor pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa di 
Kecamatan Jumapolo yaitu : TK 28, SD/MI 33, SMP/MTS 4, SMA 1.  
Keberadaan sarana gedung pendidikan diwilayah Kecamatahn Jumapolo 
sudah cukup untuk menampung anak-anak usia sekolah yang ada di 
Kecamatan Jumapolo. 
     b.  Kesehatan. 
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan pilar 
penting dalam pembangunan, karena SDM pada dasarnya merupakan 
subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Diakui SDM yang berkualitas 
(sehat, terdidik, berdedikasi, bertaqwa dan berbudi pekerti) akan memiliki 
kesempatan yang luas untuk dapat mengelola potensi termasuk 
sumberdaya alam secara lebih efisien, sehingga produktivitas kerja akan 
semakin meningkat yang berimplikasi terhadap peningkatan di bidang 
ekonomi. 
Tanpa mengabaikan faktor lain, harus diakui bahwa gizi dan 
kesehatan masyarakat merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan 
kualitas SDM. Permasalahannya adalah apakah kita sudah memberi 
perhatian yang memadai untuk pembangunan bidang tersebut? Menurut 
Suyudi (2001) meskipun telah ada perubahan dalam kesehatan masyarakat 
selama 30 tahun, namun Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan 
dengan derajat kesehatan penduduk negara-negara ASEAN lain, misalnya 
keadaan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). 








dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia yang masing-masing 
hanya 4 dan 12 per 1000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di 
Indonesia masih sekitar 334, sementara Singapura dan Malaysia masing-
masing hanya 10 dan 50 per 1000 kelahiran hidup. Hal serupa terjadi pula 
pada Angka Kematian Balita dan Umur Harapan Hidup. Sementara itu, 
berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh WHO, Umur Harapan Hidup 
Sehat penduduk Indonesia saat ini berada di peringkat 103 dari 191 negara. 
Suatu gambaran yang sangat memprihatinkan. 
Guna mengejar ketertinggalan serta mencapai derajat kesehatan 
masyarakat Indonesia setinggi-tingginya, diperlukan paradigma baru 
dalam pembangunan bidang kesehatan yang disebut dengan 
PARADIGMA SEHAT atau disebut dengan program pembangunan 
kesehatan ”Indonesia Sehat 2010” Dengan paradigma sehat ini, terjadi 
perubahan yang mendasar dalam program pembangunan bidang kesehatan, 
yaitu dari model pelayanan kesehatan (health service model) yang 
menekankan pada pendekatan kuratif menjadi model pembangunan 
kesehatan (health development model) yang menekankan padsa 
pendekatan preventif dan promotif. (Astuti Nurhaeni, dkk, 2003 : hal 31).  
Dengan paradigma sehat pemerintah harus bisa/mampu merubah   -            
(pergeseran)  dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang diharapkan 
mampu membawa bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Sehat 
2010. Pada prinsipnya Indonesia Sehat 2010 adalah proyeksi keadaan 








lingkungan sehat, bisa mengakses pelayanan kesehatan yang ada 
dan berkualitas, serta menikmati derajat kesehatan yang optimal. 
  Sementara Puskesmas yang selama ini sebagai tempat dan pusat 
pelayanan kesehatan masyarakat sudah banyak berkembang baik jumlah 
maupun fungsinya. Di Kecamatan Jumapolo dalam menanganan sektor 
pelayanan kesehatan telah ditunjang melalui penyediaan fasilitas kesehatan 
yaitu, Puskesmas, Puskesman Pembantu dan rumah tempat bersalin. 
Keberadaan jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah bersalin 
dapat dilihat dalam tabel 8 berikut: 
Tabel 8. 
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Bersalin 
di Kecamatan Jumapolo tahun 2006. 
Sumber : Puskesmas Kecamatan Jumapolo, 2006. 
Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa 
meskipun di Kecamatan Jumapolo telah memiliki fasilitas kesehatan yang 
memadai, akan tetapi belum ditunjang dengan fasilitas pelayanan kesehatan 
yang lebih lengkap yaitu Rumah Sakit. Hal ini terjadi sebab tingkat 
kesehatan masyarakat di Kecamatan Jumapolo yang relatif baik. Meskipun 
beberapa kasus kesehatan masyarakat telah ditangani oleh Puskesmas. 
Apabila ada warga masyarakat yang sakitnya serius atau berat baru dikirim 
ke rumah sakit yang lebih besar, ke Karanganyar, Sukoharjo atau  
Surakarta. Untuk penanganan sektor kesehatan di Kecamatan Jumapolo 





1. Puskesmas (rawat nginap)  1 5,55 
2. Puskesmas Pembantu 12  66,66 
3. Rumah Bersalin  5  27,77 








sudah mampu karena sudah ada tenaga meds yang cukup menangani yaitu 
Dokter dan perawat atau paramedis yang lain. Data jumlah dokter, 
paramedis dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 9. 
Jumlah Dokter dan Paramedis Pada Puskesmas  
Di Kecamatan Jumapolo Tahun 2006. 






1 Dokter   3 1  4 
2 Perawat 15 2 17 
 Jumlah 18 3 21 
Sumber : Puskesmas Kecamatan Jumapolo, 2006. 
Melihat tabel 9 jumlah Dokter atau Paramedis yang berkarya di 
Kecamatan Jumapolo masih sangat sedikit. Dimana dari data diketahui 
untuk melayani kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan hanya terdapat  
4 tenaga medis dan 17 perawat yang berkarya melalui Puskesmas.   
     c.  Agama yang dianut.  
Dalam rangka untuk mewujutkan masyarakat di Kecamatan Jumapolo 
bermental baik atau bermoral baik boleh dikatakan masyarakat madani, 
tidak lepas dari adanya pembinaan lewat unsur Agama hal ini Pemerintah 
Kecamatan Jumapolo selalu berupaya untuk mengadakan pembinaan. Pihak 
Pemerintah selalu mengadakan pemeliharaan kerukunan umat beragama, 
dan juga berupaya menciptakan kerukunan umat beragama karena hal ini 
sebagian dari kerukunan nasional. Adapun jumlah penduduk menurut 
Agama dan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di 








Kecamatan Jumapolo sampai tahun 2006, sebagai mana data seperti tabel 
10: 
Tabel 10. 
Jumlah Penduduk yang menganut Agama dan Aliran Kepercayaan 
 Di Kecamatan Jumapolo Tahun 2006.   




1. Islam 43.380 89,5 
2. Kristen 225   0,5 
3. Katholik 4.808   9,9 
4. Budha 22   0,05 
5. Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan 
YME. 
22   0,05 
 Jumlah 48.457    100 
 Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, 2006 
Dengan melihat tabel 10 tersebut bahwa penduduk Kecamatan 
Jumapolo mayortas penganutnya adalah agama Islam yaitu berjumlah 
43.380 orang (89,5 %). Pemeluk agama kristen tercatat sebanyak 225 orang 
(0,5%), yang beragama katholik sebanyak 4.808 orang (9,9%), sedangkan 
masyarakat yang beragama Budha sebanyak 22 orang (0,05%) dan aliran 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 22 orang (0,05%). Kondisi 
keberagaman penganut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa perlu untuk di jaga kerukunannya agar kesatuan dan persatuan tetap  
terjalin dan semua saling hormat menghormati. Untuk menjaga hal itu 
Pemerintah sudah mengeluarkan pedoman yaitu Peraturan Bersama, 
Menteri Agama dan Mentari Dalam Negeri Nomor 8 / 9 Tahun 2006, 
tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 








Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat.    
Untuk memperlancar dalam beribadat masing-masing umat sudah 
mempunyai tempat ibadat sendiri-sendiri, kondisi banyaknya rumah ibadat 
di Kecamatan Jumapolo adalah sebagai berikut:                         
Tabel 11. 
Jumlah Tempat Ibadah menurut Agama  
di Kecamatan Jumapolo Tahun 2006 
No Tempat Ibadah Jumlah Persentase 
(%) 
1. Masjid 126 72,4 
2. Mushola 43 24,7 
3. Gereja  5 2,9 
 Jumlah ................. 174 100 
Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo. 
Bersdasarkan tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa tempat ibadah 
pemeluk agama islam yang berupa masjid sebanyak 126 bangunan (72,4%) 
kemudian yang berupa mushola sebanyak 43 bangunan (24,4%), sedangkan 
untuk tempat ibadat berupa gereja ada 5 bangunan (2,9%). 
       d. Mata pencaharian  
Jumlah atau keadaan penduduk menurut mata pencaharian berdasarkan 
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar dapat 














Jumlah Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian  




Bekerja No Jenis Pekerjaan 
Jumlah % Jumlah % 
Jumlah 
(orang) % 
1. PNS 445 0,7 - - 445 0,7 
2. TNI/Polri 95 0,2 - - 95 0,2 
3. Swasta 711 1,0 - - 711 1,0 
4. Pedagang 2.806 4,3 - - 2.806 4,3 
5. Tani 7.182 11,0 - - 7.182 11,0 
6. Buruh Tani 10.652 16,3 - - 10.652 16,3 
7. Pensiunan 295 0,5 - - 295 0,5 
8. Sopir 85 0,1 - - 85 0,1 
9. Jasa 275 0,4 - - 275 0,4 
10. Lain-lain 30.709 47.0 - - 30.709 47,0 
11 Belum bekerja  - - 12.124 18,5  12.124 18,5 
 Jumlah 53.255 81,5 12.124 18,5  65.379 100 
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2006  
Berdasarkan tabel 12 diatas dketahui bahwa penduduk di Kecamatan 
Jumapolo memiliki mata pencaharian yang hiterogin tercatat bahwa 
masyarakat yang belum bekerja ada + 12.124 orang (18,5%) sedangkan 
41.131 orang telah bekerja diberbagai sektor, antara lain: PNS 445 orang 
(0,7%), TNI//Polri sejumlah 95 orang (0,2%), Berdasarkan data diatas juga 
diketahui bahwa sebagian besar berfrofesi dibidang pertanian, hal tersebut 
dari sekitar 10.652 orang warga di Kecamatan Jumapolo bermata 
pencaharian sebagai buruh tani. 
   e. Fasilitas Ekonomi 
Aspek ekonomi merupakan indikator yang amat penting untuk 
mengukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sarana perekonomian 
diperlukan dalam rangka menunjang atau membantu masyarakat memperoleh 








Sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian rakyat dan untuk 
mencukupi kebutuhan masyarakat terutama sembilan bahan pokok, 
dikecamatan Jumapolo sudah ada beberapa sarana pendukung dalam sektor 
ekonomi. Berikut merupakan data jumlah sarana dan fasilitas perekonomian 
yang ada di Kecamatan Jumapolo. 
Tabel 13. 
Jumlah fasilitas pekonomian  
di Kecamatan Jumapolo  Tahun 2006. 









- BRI   (Bank Rakyat Indonesia) 
- BKK (Bank Kredit Kecamatan) 
- BKD (Bank Kredit Desa) 
- Bank Muamalat 
 
Pasar : 










Sumber : Monografi Kecamatan Jumapolo, 2006  
Berdasarkan tabel 13 bahwa di Kecamatan Jumapolo dalam 
meningkatkan sektor ekonomi sudah ada pendukung dalam membantu 
permodalan, untuk memberi atau mempasilitasi agar di sektor perekonomian 
lebih meningkat. Hal ini di Kecamatan Jumapolo sudah cukup mendukung 
walaupun hanya ada  4 pasar dan 5 Bank. Pihak Pemertintah Kecamatan 
Jumapolo selalu berupaya terus mencari terobosan untuk mempasilitasi 
terhadap pembangunan terutama di sektot Ekonomi agar kesejahteraan 










4. Gambaran singkat Kantor Kecamatan Jumapolo. 
a. Kedudukan, fungsi dan tugas pokok Pemerintah Kecamatan Jumapolo.   
Kedudukan, fungsi dan tugas pokok Pemerintah Kecamatan 
Jumapolo. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tersebut, 
Kecamatan merupakan perangkat pemerintah daerah yang dipimpin oleh 
seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2001 tentang 
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan di 
Kabupaten Karanganyar, Camat mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. 
Dalam rangka penyelenggaraan tugas di atas, Kantor Kecamatan 
Jumapolo mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, 
pembinaan pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan 
masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum serta pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan oleh Bupati. Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan 
struktural pada Kantor Kecamatan Jumapolo adalah sebagai berikut : 
1) Camat 
a) Kedudukan 
Camat sebagai kepala Kecamatan bertugas membantu Bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 











(1) Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan 
pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban, kesejah-
teraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum. 
(2) Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, 
pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan 
masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum  
(3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 
c) Tugas pokok 
(1) Menyusun program kerja di bidang pemerintahan dan 
pertanahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan 
masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. 
(2) Menjabarkan perintah Bupati secara rinci dan jelas sesuai 
petunjuk, pedoman/peraturan yang berlaku agar mudah 
dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, baik yang 
dilaksanakan oleh instansi vertikal, perangkat daerah maupun 
pemerintah desa. 
(4) Mengkoordinasi kerjasama antar desa. 
(5) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan 
ketentraman dan ketertiban serta pengamanan pelaksanaan 








(6) Melaksanakan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan di Kecamatan. 
(7) Mengkoordinasi pembinaan sosial yang meliputi pendidikan, 
kebudayaan, kesehatan, agama, pemberdayaan perempuan, 
pemuda, olahraga, dan tenaga kerja. 
(8) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna 
pengembangan dan pemekaran, penghapusan dan/atau 
penggabungan desa, termasuk dusun. 
(9) Memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan desa, lembaga desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa, serta pengelolaan administrasi desa. 
(10) Melaksanakan tugas sebagai PPAT yang berwenang untuk 
menerbitkan akta tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(11) Mengumpulkan data dan informasi di bidang politik, 
ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah. 
(12) Membina kehidupan masyarakat serta mengambil langkah-
langkah yang diperlukan guna penyelesaian peselisihan antar 
warga masyarakat di Kecamatan. 
(13) Melaksanakan pembinaan pembangunan yang meliputi 









(14) Memberikan bimbingan dalam rangka perencanaan 
pelaksanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan 
beberapa desa. 
(15) Membantu pelaksanaan pemberian bantuan kepada Badan 
Sosial dan korban bencana alam. 
(16) Menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum yang 
meliputi kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, sarana 
dan prasarana umum. 
(17) Memberikan rekomendasi permohonan ijin dan pembangunan 
yang meliputi tempat ibadah, pendidikan, hiburan umum dan 
fasilitas sosial, fasilitas kesehatan yang dikelola swasta 
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 
(18) Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang 
meliputi KTP, KK, Surat Keterangan Pindah Penduduk sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
(19) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang 
pemerintahan dan pertanahan, ketentraman dan ketertiban, 
pembangunan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan 
pelayanan umum serta mengambil langkah-langkah 
pemecahan 
(20) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan 








(21) Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(22) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada 
bawahan. 
(23) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 
(24) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai 
masukan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. 
(25) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
2) Sekretaris Camat  
a) Kedudukan 
Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan 
pembinaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada 
seluruh satuan organisasi Kecamatan serta mengkordinasikan 
tugas-tugas administrasi. 
b) Fungsi 
(1) Perencanaan, pengawasan dan pelaporan di bidang sekertariat 
(2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan, 
pembinaan masyarakat desa dan kesejahteraan sosial. 
(3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 










c) Tugas pokok 
(1) Menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan, 
administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, rumah 
tangga, dan perlengkapan sebagai pedoman kerja. 
(2) Menjabarkan perintah Camat secara rinci dan jelas sesuai 
petunjuk, pedoman/peraturan yang berlaku agar mudah 
dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait guna 
memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. 
(4) Menyelenggarakan kegiatan administrasi guna menunjang  
kelancaran pelaksanaan  tugas dan  teknis administrasi. 
(5) Membina dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan 
administrasi kantor Kecamatan dengan berpedoman pada 
peraturan perundangan yang berlaku. 
(6) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. 
(7) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kantor. 
(8) Menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga, perjalanan 
dinas sesuai peraturan yang berlaku. 
(9) Menyelenggarakan pengadaan barang, pemeliharaan dan 
perawatan barang inventaris kantor Kecamatan dan 
perlengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
(10) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di 








(11) Menghimpun masukan dari masing-masing seksi untuk 
penyempurnaan program sebagai bahan evaluasi. 
(12) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
(13) Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(14) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
(15) Membuat laporan pelaksanaan tugas. 
(16) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 
masukan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. 
(17) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
3) Seksi Pemerintahan  
a) Kedudukan 
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat di 
bidang pemerintahan dan pertanahan, pembinaan pemerintahan 
desa dan menyelenggarakan administrasi kependudukan. 
b) Fungsi 
(1) Perencanaan kegiatan di bidang pemerintahan. 











c) Tugas pokok 
(1) Menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan dan 
pertanahan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan 
penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai 
pedoman kerja. 
(2) Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas agar mudah 
dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang pemerintahan, pertanahan, kependudukan dan catatan 
sipil guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. 
(4) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang pemerintahan dan pertanahan serta mengambil 
langkah-langkah pemecahannya. 
(5) Menyiapkan bahan dalam rangka lomba desa dan lomba 
lainnya dengan melakukan bimbingan dan pembinaan di 
bidang pemerintahan. 
(6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga desa 
dan lembaga kemasyarakatan desa serta pengelolaan 
administrasi desa. 
(7) Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka 
pengembangan dan pemekaran, penghapusan dan/atau 










(8) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerja sama antar 
desa. 
(9) Membantu kelancaran pelaksanaan pungutan pajak-pajak 
negara, pajak daerah dan restribusi daerah di wilayahnya serta 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna 
penyelesaian masalah. 
(10) Melakukan inventarisasi tanah-tanah negara, tanah bondo 
desa/eks bendo desa serta melakukan bimbingan dan 
pengawasan atas pengelolaannya. 
(11) Menyiapkan bahan penyusunan saran dan pertimbangan 
tentang proses mutasi tanah bendo desa/eks bendo desa untuk 
kepentingan pembangunan. 
(12) Menyiapkan pelayanan administrasi KTP dan KK kepada 
masyarakat. 
(13) Menyusun monografi Kecamatan. 
(14) Mendistribusikan   tugas   kepada  bawahan sesuai  bidang 
tugas masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan 
dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
(15) Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 











(16) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
(17) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 
(18) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 
masukan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. 
(19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 
4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
a) Kedudukan 
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas 
membantu Camat dalam melakukan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban wilayah. 
b) Fungsi 
(1) Perencanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban. 
(2) Pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban. 
c) Tugas pokok 
(1) Menyusun rencana  kegiatan di  bidang ketentraman dan 
ketertiban sebagai pedoman kerja. 
(2) Menjabarkan  perintah  atasan  secara  rinci  dan  jelas  agar 
mudah dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pencegahan dan penanggulangan tumbuh kembang 
penyakit sosial di Kecamatan. 
(4) Membantu pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa 








(5) Menyiapkan  bahan  koordinasi   dalam   pelaksanaan  usaha- 
usaha preventif dan represif untuk menanggulangi bencana 
alam. 
(6) Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Camat dalam rangka 
penerbitan rekomendasi permohonan ijin sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
(7) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang 
ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahannya. 
(8) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
(9) Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(10) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
(11) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 
(12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 
masukan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. 











5) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa 
a) Kedudukan 
Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa bertugas membantu 
Camat dalam melakukan pembangunan di bidang perekonomian 
desa, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup. 
b) Fungsi 
(1) Perencanaan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat. 
(2) Pelayanan umum di bidang pembangunan masyarakat desa. 
c) Tugas pokok 
(1) Menyusun rencana kegiatan di bidang perekonomian desa, 
produksi dan distribusi serta pelestarian lingkungan hidup 
sebagai pedoman kerja. 
(2) Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar 
mudah dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang pembangunan perekonomian desa, produksi dan 
distribusi serta pelestarian lingkungan hidup. 
(4) Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 
program pembangunan wilayah dan peletarian lingkungan 
hidup. 
(5) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan 








(6) Membantu usaha-usaha pengairan serta pemanfaatan sumber-
sumber air secara maksimal, pengawasan prasarana pengai-
ran, penyelesaian perselisihan air, pembinaan terhadap PSA. 
(7) Menyusun Berita Acara Puso. 
(8) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan perkembangan 
harga 9 bahan pokok. 
(9) Melakukan pembinaan terhadap LPMD, PKK, P2WKSS 
dengan memberikan laporan dan petunjuk yang berlaku guna 
meningkatkan perkembangannya. 
(10) Melakukan pembinaan terhadap perkembangan perekono-
mian desa. 
(11) Menginventarisasi adat istiadat masyarakat desa. 
(12) Mengevaluasi hasil pembangunan, peningkatan prakasa serta 
swadaya gotong royong, swadaya murni masyarakat dengan 
menginventarisasi data dari desa agar diketahui tingkat 
perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan 
(13) Membantu pelaksanaan penghijauan serta usaha pelestarian 
lingkungan hidup lainnya berdasarkan data-data di lapangan 
guna menyelamatkam tanah dari kerusakan. 
(14) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 









(15) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang 
pembangunan masyarakat desa serta pelestarian lingkungan 
hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya. 
(16) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
(17) Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(18) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
(19) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 
(20) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 
masukan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. 
(21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
6) Seksi Kesejahteraan Sosial 
a) Kedudukan 
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu 
Camat dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan 
melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. 
b) Fungsi 
(1) Perencanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. 










c) Tugas pokok 
(1) Menyusun rencana kegiatan di bidang kesejahteraan sosial 
sebagai pedoman kerja. 
(2) Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar 
mudah dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan 
pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita 
dan olah raga. 
(4) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan 
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan 
masyarakat. 
(5) Menyiapkan bahan pertimbangan bagi Camat dalam rangka 
pemberian rekomendasi pendirian dan pengembangan rumah 
sakit, klinik bersalin, balai pengobatan dan sarana kesehatan 
lainnya yang dikelola oleh swasta. 
(6) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan peningkatan 
mutu gizi makanan rakyat dan sarana kesehatan masyarakat. 
(7) Menyiapkan bahan dalam rangka penyaluran bantuan sosial 
dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan. 
(8) Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian 
izin kegiatan sosial. 
(9) Menyiapkan bahan pembinaan kepemudaan, pencegahan 








(10) Menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan dan 
pemantauan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. 
(11) Menyiapkan bahan dan saran pertimbangan kepada Camat 
dalam usaha mengurangi tuna wisma, tuna karya yang ada 
diwilayahnya serta mengantisipasi dampak yang timbul. 
(12) Membantu kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang meliputi 
santunan anak terlantar dan yatim piatu, pembinaan karang 
taruna, wanita tuna susila, gelandangan dan penyandang cacat. 
(13) Menginventarisasi permasalahan di bidang kesejahteraan 
sosial dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya. 
(14) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
(15) Memberi bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(16) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
(17) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 
(18) Memberikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   Camat  
sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya. 










7) Seksi Pelayanan Umum 
a) Kedudukan 
Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok 
membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pelayanan 
umum. 
b) Fungsi 
(1) Perencanaan kegiatan di bidang pelayanan umum. 
(2) Melaksanakan pelayanan umum di bidang pelayanan. 
c) Tugas pokok 
(1) Menyusun rencana kegiatan di bidang pelayanan umum 
sebagai pedoman kerja. 
(2) Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar 
mudah dipahami sebagai pedoman kerja. 
(3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang pelayanan umum. 
(4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan di bidang kebersihan, keindahan, dan pertamanan 
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
(5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan sarana dan prasarana umum sesuai peraturan 










(6) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan 
petunjuk pemeliharaan kekayaan desa/selain tanah bendo 
desa/eks bondo desa, kebersihan, keindahan, pertamanan serta 
sarana dan prasarana umum. 
(7) Melakukan pengolahan data serta informasi bidang pelayanan 
umum berdasarkan pedoman yang berlaku. 
(8) Melakukan tugas-tugas pelayanan administrasi, legalisasi, 
inventarisasi sarana dan prasarana umum, sarana dan 
prasarana kebersihan, pertamanan di wilayah Kecamatan. 
(9) Menyiapkan pelaksanaan rapat, upacara dan keprotokolan. 
(10) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang 
pelayanan umum dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahannya. 
(11) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
(12) Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(13) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
(14) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 
(15) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai 








(16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
Seirama dengan semangat dan pelaksanaan otonomi daerah, maka 
Kecamatan Jumapolo telah menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama 
antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam hal pengendalian, 
pembinaan maupun dalam hal pembangunan segala bidang, untuk 
mensejahterakan rakyatnya. 
Tugas yang harus dilaksanakan oleh Camat, Sekretaris Camat 
beserta seksi–seksi yang ada, sehingga tidak terdapat tumpang tindih 
antara tugas yang diemban suatu seksi dengan seksi yang lainnya. 
Selain itu juga dikemukakan adanya tugas tambahan bagi Camat 
beserta jajarannya. Tugas ini belum tercantum dalam uraian tugas pokok, 
namun berupa tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai perintah Bupati 
atau Camat dalam rangka pelaksanaan tugas. Dengan demikian, uraian 
tugas yang tercantum dalam Keputusan Bupati tersebut bersifat fleksibel. 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002, khususnya 
pembentukan struktur organisasi kantor Kecamatan Jumapolo baru 
dilaksanakan pada awal tahun 2002, ditandai dengan pelantikan para 
pejabat struktural. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, 
dikarenakan dalam perekrutan pejabat struktural yang akan menduduki 
jabatan tertentu membutuhkan persyaratan dan pertimbangan yang teliti, 
seperti golongan kepangkatan minimal yang harus dimiliki, latar belakang 
pendidikan, masa jabatan, pelatihan/kursus yang pernah diikuti dan 








Jumapolo dilakukan bersamaan dengan perekrutan pejabat pada kantor 
Kecamatan yang lainnya.      
Hubungan timbal balik antara pemerintah Kabupaten Karanganyar 
dengan pemerintah Kecamatan Jumapolo. Hubungan timbal balik antara 
pemerintah kabupaten dengan pemerintah di Kecamatan, dalam hal ini 
Kantor Kecamatan Jumapolo senantiasa dibina dan dilakukan secara 
berkesinambungan. Pelaksanaan koordinasi yang melibatkan seluruh 
camat di Kabupaten Karanganyar minimal dilakukan sekali dalam sebulan, 
dalam bentuk rapat koordinasi pembangunan daerah (Rakorbang) yang 
juga melibatkan seluruh kantor dan dinas, serta dipimpin langsung oleh 
Bupati Karanganyar. 
Melalui rakorbang tersebut, dibahas mengenai rencana kegiatan 
pembangunan, kegiatan pembangunan yang sedang berjalan serta 
hambatan atau kendala yang terjadi. Mengingat rakorbang tersebut 
melibatkan seluruh instansi yang ada, maka dapat terjalin hubungan timbal 
balik antara pemerintah Kabupaten selaku atasan dengan Camat selaku 
pelaksana dan penanggungjawab di wilayah Kecamatan. Sehingga, 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan. 
Selain itu, Camat Jumapolo juga melakukan koordinasi secara 
khusus dengan kantor atau dinas yang melakukan kegiatan pembangunan 
atau tugas lainnya di wilayah Kecamatan Jumapolo. Sehingga setiap 
kegiatan kepemerintahan senantiasa dapat terpantau pelaksanaannya. 
Koordinasi yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Camat secara 








bersifat teknis, maka camat dapat memerintahkan sekretaris Kecamatan 
atau seksi yang terkait untuk mengikuti koordinasi tersebut. 
b.   Struktur Organisasi. 
Dalam melaksanakan tugas pemerintah Kantor Kecamatan 
Jumapolo telah diwujutkan suatu struktur yang telah diputuskan dalam 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001.  
Struktur organisasi merupakan salah satu sarana yang harus 
disiapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi dalam hal ini, 
struktur organisasi Kantor Kecamatan Jumapolo memiliki peran strategis 
karena pelaksanaan pelayanan pemerintah pada Kantor Kecamatan 
Jumapolo sangat dipengaruhi oleh struktur maupun kedudukan, fungsi dan 
tugas pokok yang diberikan.  
Struktur organisasi diharapkan telah dapat menjawab seluruh tugas 
pokok dan kewenangan yang dibutuhkan. Apabila terdapat tugas pokok 
atau kewenangan yang belum tercakup dalam struktur organisasi tersebut, 
dikhawatirkan pelaksanaan pelayanan pemerintah pada kantor Kecamatan 
akan terganggu. Kajian mengenai struktur organisasi akan dibagi menjadi 
tiga kajian, yaitu struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun  2001, kedudukan, fungsi dan tugas pokok serta kesesuaian antara 
struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 











1. Struktur organisasi pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001.  
Pada umumnya, setiap organisasi baik di tingkat nasional 
maupun daerah, tentunya memiliki struktur organisasi. Struktur 
organisasi ini memberi gambaran mengenai pembagian tugas, 
wewenang, fungsi dan tanggung jawab serta hubungan antara suatu 
bagian dengan lainnya. Adapun struktur organisasi pemerintahan pada 
Kantor Kecamatan Jumapolo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :  
Gambar 8.  
























   























2. Kesesuaian struktur organisasi pemerintah Kecamatan terhadap 
kebutuhan daerah. 
 Mengingat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 merupakan 
Peraturan Daerah yang harus diterapkan dalam penyusunan struktur 
organisasi kantor Kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten 
Karanganyar, dengan demikian seluruh kantor Kecamatan dan 
kelurahan/desa memiliki struktur organisasi yang seragam. 
Konsekuensi dari keseragaman tersebut adalah bahwa seluruh 
kantor Kecamatan maupun kantor kelurahan/desa harus menyesuaikan 
segala kebutuhan organisasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Hal 
ini berarti bahwa apabila terdapat kebutuhan struktur organisasi pada 
suatu daerah, dimana struktur tersebut tidak tercantum dalam Peraturan 
Daerah, maka daerah tersebut harus memasukkan tugas-tugas organisasi 
yang dibutuhkan ke dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001. 
Sebagai contoh, Kecamatan Tawangmangu yang memiliki 
potensi wisata yang besar, memiliki kebutuhan adanya struktur 
organisasi pada Kantor Kecamatan Tawangmangu yang secara khusus 
menangani masalah pariwisata, dengan pertimbangan, dengan adanya 
seksi tertentu yang secara khusus menangani masalah pariwisata, maka 
penanganan pariwisata akan semakin optimal dan efektif. 
Namun, mengingat ketiadaan struktur tersebut dalam organisasi 
kantor Kecamatan, maka penanganan masalah pariwisata dibebankan 








Demikian juga pada Kecamatan Jumapolo, dimana menurut 
pengamatan peneliti Kecamatan ini membutuhkan penanganan yan 
serius mengenai pengelolaan lahan, karena sebagian besarlahan di 
wilayah Kecamatan Jumapolo kurang produktif. Sedangkan penanganan 
lahan tersebut masih ditangani oleh eberapa instansi seperti pertanian 
tanaman pangan, kehutanan dan pengairan yang membutuhkan 
koordinasi secara berkeseimangan. 
Apabila terdapat seksi yang secara khusus menangani masalah 
tersebut, diharapkan penananan dapat berjalan lebih efektif, karena 
langsung ditangani oleh kantor Kecamatan dan program-program 
pembangunan yang dibutuhkan dapat disusun dan dilaksanakan secara 
berkeseimbangan sampai saat ini, penanganan masalah lahan masih 
tergantung pada perencanaan pada tingkat kabupaten.   
c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang 
perlu diperhatikan dalam setiap implementasi suatu kebijakan. Kebijakan 
yang telah dibuat secara ideal, namun kurang didukung oleh sumber daya 
manusia yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut kurang 
dapat berjalan sesuai  dengan yang diharapkan. 
Sumber Daya Manusia mencakup berbagai segi, namun dalam 
penelitian ini hanya empat segi yang dikaji, yaitu jumlah pegawai/staf 
menurut pangkat/golongan, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan 









1.  Jumlah pegawai/staf menurut pangkat/golongan. 
Jumlah pegawai/staf harus sebanding dengan beban tugas yang 
harus dilaksanakan oleh suatu bagian/seksi. Jumlah pegawai yang 
mencukupi sangat mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. 
Berdasarkan jumlah pegawai yang ada, dapat dilakukan pembagian 
tugas, sehingga penyelesaian suatu tugas dapat dilakukan tepat waktu. 
Namun, di sisi lain, jumlah pegawai yang berlebihan sedangkan beban 
tugas yang ada hanya sedikit, dapat mengganggu pelaksanaan tugas. 
Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Jumapolo sebanyak 
20 orang yang terdiri dari camat, sekretaris camat beserta kepala seksi 
dan staf. Adapun jumlah pegawai untuk lebih jelasnya seperti tabel 14 : 
Tabel 14. 
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang  
di Kantor Kecamatan Jumapolo Tahun 2006 






1 IV/a - 1 1 
2 III/d - 5 5 
3 III/c - 3 3 
4 III/b  7 7 
5 III/a 1 1 2 
6 II/c 1 1 2 
 Jumlah  2        18      20 
Sumnber : Kantor Kecamatan Jumapolo, 2006 
Sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, maka masa 
kerja dan golongan kepangkatan sebagian besar para pegawai Kantor 
Camat Jumapolo adalah golongan III, yaitu golongan III/d sebanyak 5 
orang (30 %), golongan III/c sebanyak 3 orang (15 %), golongan III/b 








Hanya terdapat 2 orang pegawai yang bergolongan II (10 %) dan 
seorang pegawai yang bergolongan IV. Urutan kepangkatan atau 
golongan ruang yang telah dijalankan di Kecamatan Jumapolo 
Kabupaten Karanganyar sudah sesuai Undang-undang kepegawaian 
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 tentang Nama dan 
Susunan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.  
Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa seluruh seksi pada 
Kantor Kecamatan Jumapolo telah diisi oleh pegawai, baik sebagai 
kepala seksi maupun staf. Untuk Sekretaris Camat 1 orang (III/d) dan 
Kepala Seksi 5 orang ( 1,III/d dan 4,III/c), sedangkan Jumlah staf pada 
setiap seksi bervariasi, ada seksi yang memiliki dua staf dan ada seksi 
yang memiliki satu staf.  
Penentuan jumlah staf ini, pada awalnya mempertimbangkan 
beban kerja yang terdapat pada setiap seksi, namun pada 
perkembangannya dengan semakin banyak dan komplek beban 
pekerjaan yang harus dikerjakan, maka jumlah staf tersebut dinilai 
masih kurang. Sehingga, dalam pelaksanaannya, suatu seksi yang 
memiliki pekerjaan yang cukup banyak akan meminta bantuan kepada 
staf seksi lain, dan demikian sebaliknya. 
3. Tingkat pendidikan 
Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai berpengaruh 
terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari. Seiring dengan semakin 
tingginya tingkat pendidikan di Indonesia, maka tingkat pendidikan 








Apalagi, untuk menduduki suatu jabatan struktural, salah satu faktor 
penting yang menentukan adalah tingkat pendidikan yang dimiliki 
calon pejabat tersebut. 
Selain itu, adanya aturan kepegawaian yang membatasi pangkat 
puncak/maksimal yang dapat dicapai oleh seorang pegawai, seperti 
bagi pegawai yang hanya berpendidikan SLTA, pangkat puncaknya 
adalah III/b dan bagi yang berpendidikan sarjana adalah III/d, semakin 
mendorong para pegawai untuk menempuh pendidikan yang lebih 
tinggi. Tidak mengherankan, berdasarkan kondisi demikian, pada saat 
ini banyak pegawai yang sangat antusias untuk menempuh pendidikan 
sarjana dan pasca sarjana, baik berbentuk reguler maupun non reguler.  
Banyaknya pegawai yang telah menempuh pendidikan sarjana 
tampaknya juga terjadi di Kantor Kecamatan Jumapolo. Bahkan, dari 
20 pegawai yang ada, sebanyak 14 pegawai (70 %) telah 
berpendidikan sarjana dan hanya 6 pegawai (30 %) yang masih 
berpendidikan SLTA. Para pegawai yang masih berpendidikan SLTA, 
umumnya dipengaruhi oleh faktor usia dan ekonomi, yaitu pegawai 
yang tidak lama lagi akan pensiun dan memiliki beban ekonomi untuk 
menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang tinggi. untuk lebih 
jelasnya keadaan tingkat pendidikan pegawai yang berada di Kantor 












Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai  
Kantor Kecamatan Jumapolo Tahun 2006 









1 SLTA 1 5 5 25 6 30 
2 S I 1 5      11 55    12 60 
3 S II -  2 10 2 10 
 Jumlah 2 10      18 90    20 100 
Sumber : Data Kantor Kecamatan Jumapolo, 2006 
Melihat tabel 15 bahwa tingkat pendidikan para pegawai di 
Kantor Kecamatan Jumapolo cukup, ada  14 pegawai (70%), 12 S1 
(60%) dan 2 S2 (10%).  
Latar belakang pendidikan sangat penting Memang karena 
pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi etos kerja yang memadahi. 
Latar belakang pendidikan yang dimiliki seorang pegawai juga sangat 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena, dengan 
bekal latar belakang pendidikan yang telah dimiliki, seorang pegawai 
dapat dengan mudah untuk memahami jenis dan beban pekerjaannya, 
serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. 
Mengingat tugas dan pekerjaan yang terdapat pada Kantor 
Kecamatan Jumapolo secara umum berupa pelayanan kepada 
masyarakat (sosial), maka latar belakang pendidikan yang dimiliki atau 
ditempuh para pegawai umumnya adalah sarjana sosial atau ekonomi. 
Sehingga sesuai dengan bidang pekerjaan sehari-hari. 
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang 
dimiliki, para pegawai senantiasa diberi peluang untuk menambah ilmu 








maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan pada setiap 
pekerjaan yang bersifat baru, maka sebelum pekerjaan tersebut 
dilaksanakan, selalu dilakukan pelatihan atau pengarahan, sehingga 
dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 
4. Masa Kerja. 
Masa kerja dan golongan kepangkatan dalam kepegawaian 
merupakan tolak ukur tinggi rendahnya tingkat kepegawaian yang 
dimiliki seorang pegawai. Masa kerja dan penggolongan yang 
dikelompokkan dalam golongan I – III (digolongkan lagi dalam 
menjadi a, b, c, dan d) dan golongan IV (a – e), ditentukan oleh tingkat 
pendidikan dan masa kerja yang ditempuh seorang pegawai. 
Berdasarkan hal ini, dapat ditentukan besarnya gaji yang diterima dan 
sebagai salah satu persyaratan penting untuk menduduki suatu jabatan. 
Dan masa kerja seorang pegawai juga akan mempengaruhi 
golongan dan ruang pegawai yang sudah lama atau banyak masa 
kerjanya akan semakin tinggi pangkat dan golongan ruang 
Pegawai bisa memperhitungkan kepangkatan dan ruang sampai 
dimana posisi yang seharusnya. Tingginya golongan kepangkatan yang 
dimiliki, menyebabkan golongan kepangkatan antara kepala seksi 
dengan staf tidak berbeda jauh, selain itu persaingan untuk menduduki 











Kebijakan pemerintah daerah Karanganyar melalui penetapan dan 
pengaturan keberadaan organisasi dan tata kerja kecamatan dalam Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 diharapkan mampu mempercepat terwujudnya 
penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. 
Keberadaan kecamatan ini sangat strategis sebagai salah satu alat 
pemerintah daerah karanganyar yang dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat 
selalu dekat dengan masyarakatnya. 
Pengalaman menunjukkan bahwa dengan adanya organisasi kecamatan 
dimana didalamnya ada Camat beserta perangkatnya menjadi sarana yang paling 
efektif untuk mengkomunikasikan segala bentuk kebijakan pemerintah daerah 
ataupun kebijakan pemerintah diatasnya. 
Berdasarkan petimbangan diatas, maka keberadaan organisasi dan tata 
kerja kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 perlu diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Perlu ada usaha 
implementasi terhadap peraturan daerah tentang organisasi kecamatan.  
Keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak 
faktor dan masing-masing faktor saling berhubungan satu dengan yang lain. 
Sebagaimana dalam tiori Edwards III (Ekowati, 2005 : 35),  
“Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel” 
Variabel yang dimaksukkan sebagai variabel yang mempengaruhi 
kebijakan publik yaitu: 
1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, 








3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dan, 
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksanan/implementor. 
Dalam penelitian implementasi Peraturan Daerah Nomor II Tahun 2001 
Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Jumapolo, penelti sudah menggunakan 
tiori tersebut antara lain: 
1.  Komunikasi (communikations), 
2.  Sumber daya (resources),  
3. Disposisi (dispositions) atau Sikap (attitudes), 
4. Sruktur organisasi (organisations structrute). 
Berdasarkan tiori Edwards, peneliti dapat merangkum fokus dan aspek 
kajian yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Karanganyar. 




























Fokus Kajian dan Aspek Kajian 





































a. Tingkat pemahaman terhadap Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
b. Hubungan timbal balik pemerintah 
Kabupaten dengan pemerintan 
Kecamatan. 
 
a. Jumlah pegawai/staf, menurut pangkat 
atau golongan. 
b. Tingkat pendidikan. 
c. Masa kerja. 
 
a. Kesiapan pegawai Kecamatan Jumapolo 
terhadap implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001. 
b. Penerimaan pegawai Kecamatan terhadap 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
 
a. Struktur organisasi pemerintah 
Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001. 
b. Kedudukan, fungsi dan tugas pokok 
pemerintah Kecamatan Jumapolo. 
c. Kesesuaian struktur organisasi pemerintah 
Kecamatan Jumapolo terhadap kebutuhan 
daerah  
 
Dengan tabel 16 tersebut sebagai dasar atau acuan peneliti dalam  
pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
Adapun hasil wawancara atas pertanyaan (questioner) yang disampaikan 
oleh peneliti kepada implementator yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, 










   1. Komunikasi. 
Implementasi suatu kebijakan baru akan berjalan efektif selain 
ditentukan oleh sarana dan prasarana yang memadai, juga ditentukan oleh 
tingkat pemahaman khususnya para pelaksana kebijakan tersebut, 
pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan dan hubungan timbal balik antara 
pemberi dan pelaksana kebijakan.  
Pada dasarnya Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja 
kecamatan dan kelurahan sudah difahami oleh Camat, Sekcam, Kepala seksi 
maupun staf. Sosialisasi atas peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan 
secara berjenjang oleh pihak Camat, Sekretaris Camat, Kepala seksi maupun 
staf Kantor Kecamatan. Pernyataan tentang pelaksanaan sosialisasi sebagai 
mana dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
Sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kami lakukan secara 
berjenjang untuk para Camat, Sekcam, Kepala seksi dan staf, pada 
pertemuan atau rapat koordinasi Bupati dan Camat di kantor 
Sekretariat Daerah. (Wawancara, tanggal 1 April 2006, diruang 
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah).  
 
Selanjutnya kepada Camat diminta untuk mensosialisasikan kepada 
Sekcam, Kepala seksi maupun staf, kemudian Kepala Kalurahan kepada staf. 
Hal senada juga disampaikan oleh Camat Jumapolo yang 
mengatakan, kita menjawab pernah diundang di Sekretariat Daerah untuk 
menerima sosialisasi Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kecamatan dan Kelurahan dan kami untuk menindak lanjuti kepada para 








Selanjutnya Camat Jumapolo terkait dengan pelaksanaan sosialisasi 
menyampaikan: 
Sudah memahami isi dan maksudnya tentang Perda tersebut, hal ini 
diperlaklukan agar jalannya pemerintahan di Kecamatan Jumapolo 
lebih efektif dan efisien. (Wawancara pada hari : Sabtu, tanggal 26 
April 2006, di kantor kecamatan). 
 
Sekretaris Camat Jumapolo juga menguatkan atas kehadiran Camat 
untuk menghadiri soaialisasi perda tersebut, bahwa Camat pernah diundang 
untuk menerima sosialisasi masalah Peraturan Daerah tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan.  
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Camat 
Jumapolo. 
Memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, karena 
dalam rangka menindak lanjuti dari pada Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Wawancara pada hari : 
Sabtu, tanggal 26 April 2006, di Kantor Kecamatan Jumapolo). 
 
Kepala seksi pada Kantor Kecamatan Jumapolo juga menjelaskan 
bahwa Camat pernah diudang untuk menerima sosialisasi Peraturan Daerah 
tersebut, sebagaimana disampaikan Kepala seksi Pemerintahan: 
Sudah memahami Karena sudah membaca isi Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 200, supaya dalam melaksanakan tugas 
Pemerintahan Kecamatan Jumapolo lebih baik. (Wawancara pada 
hari : Sabtu, tanggal 26 April 2006, di Kantor Kecamatan).  
 
Kepala seksi yang lain juga memberi penjelasan senada sehubungan 
diundangnya benar Camat ke Sekretariat Daerah untuk menerima sosialisasi 
masalah Peraturan Daerah, sebagaimana disampaikan Kepala seksi 









Baru mengetahui setelah ada penjelasan dari Bapak Camat waktu 
memberi pembinaan dan pengarahan pada acara rapat kordinasi 
dengan Kepala Dinas, Instansi dan Kantor, hal ini memang untuk 
tujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik/primna. 
(Wawancara pada hari : Sabtu, tanggal 26 April 2006, di Kantor 
Kecamatan).  
 
Staf kecamatan juga menguatkan penjelasan Sekretaris Camat, 
Kepala seksi tentang kebenaran yang telah dikemukakan Sekretaris camat, 
Kepala seksi. Hal tersebut terungkap dari pernyataan salah satu staf, sebagai 
berikut: 
Memahami maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001 di Kabupaten Karanganyar tersebut hal ini 
dalam rangka mengkondisikan agar Pemeritah Kabupaten 
Karanganyar lebih kondusif. (Wawancara pada hari : Senin, tanggal 
28 April 2006, di Kantor Kecamatan). 
 
Berdasarkan pengakuan dan pemahaman yang telah diungkapkan 
oleh Camat beserta perangkatnya diatas dapat diketahui bahwa Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Merupakan dasar pelaksanaan Organisasi dan 
Tata Kerja pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Dengan demikian, 
melalui pemahaman tersebut, para pegawai dapat mengetahui sejauhmana 
fungsi, kedudukan dan tugas pokok yang diemban setiap bagian dalam 
stuktur organisasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya, para 
pegawai dapat melaksanakan  tugasnya  sesuai  aturan  yang  berlaku,  serta  
tidak terjadi tumpang tindih dengan bagian lainnya. 
Camat dan seluruh Kepala seksi pada Kecamatan Jumapolo pada 
prinsifnya telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, 
serta memahami kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang dimiliki akan 








isi Peraturan Daerah tersebut dan tugas pokok yang harus dikerjakan oleh 
seksi lain secara terinci. 
Hal ini dapat dimaklumi, mengingat pada pelaksanaan tugas sehari-
hari, mereka hanya melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan khusus 
kepada seksinya, dan hanya mengetahui secara garis besar tugas-tugas yang 
dimiliki seksi lainnya. 
Agar semua pihak bisa memahami secara jelas maka perlu adanya 
sosialisasi.  Adapun sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 
dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah diberlakukan. 
Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang, dimulai 
dari pihak-pihak yang menyusun dan menetapkan peraturan tersebut kepada 
pihak dibawahnya dan seterusnya. Apabila dimungkinkan, penyampaian 
peraturan dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang langsung 
menyusun dan menetapkan. Pelaksanaan sosialisasi sosialisasi tersebut di 
harapkan dapat menghindari adanya hambatan/kendala yang mungkin terjadi, 
dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001.   
Melalui penyampaian secara langsung, diharapkan pihak-pihak yang 
menerima sosialisasi dapat lebih memahami maksud, tujuan dan isi yang 
tercantum dalam peraturan, sehingga dapat lebih mudah dalam 
pelaksanaannya, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. 
Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga melakukan kegiatan sosialisasi 
Peraturan Daerah tersebut sebelum diberlakukan. Pelaksanaan sosialisasi 








Paripurna Penetapan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2001. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar para camat selaku obyek sekaligus subyek dari 
pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut segera dapat mengetahui dan 
mendapat tanggapan atau masukan dari DPRD melalui fraksi-fraksi terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.  
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2001, yang efektif dan efisien. Bupati Karanganyar mengeluarkan 
Keputusan Bupati Kalau di Kabupaten Karanganyar Yaitu Keputusan Bupati 
Nomor 169 Tahun 2001, tanggal 11 Agustus 2001 tentang Uraian tugas 
pokok dan fungsi jabatan struktural pada Kantor Kecamatan. Uraian tugas 
tersebut mencakup tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Camat, 
Sekretaris camat beserta seksi -seksi yang ada, sehingga tidak terdapat 
tumpang tindih antara tugas yang diemban suatu seksi dengan seksi lainnya. 
Selain itu juga dikemukakan adanya tugas tambahan bagi Camat 
beserta jajarannya. Tugas ini belum tercantum dalam uraian tugas pokok, 
namun berupa tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai perintah Bupati 
atau Camat dalam rangka pelaksanaan tugas. Dengan demikian, uraian tugas 
yang tercantum dalam Keputusan Bupati Karanganyar tersebut bersifat 
fleksibel. 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, khususnya 
pembentukan struktur organisasi Kantor Kecamatan Jumapolo baru 
dilaksanakan pada awal tahun 2002, ditandai dengan adanya pelantikan para 
pejabat struktural. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, 








jabatan tertentu membutuhkan persyaratan dan pertimbangan yang teliti, 
seperti golongan kepangkatan minimal yang harus dimiliki, latar belakang 
pendidikan, masa jabatan, pelatihan/kursus yang pernah diikuti dan 
sebagainya. Apalagi, perekrutan pejabat struktural pada Kantor Kecamatan 
Jumapolo dilakukan bersamaan dengan perekrutan pejabat struktural pada 
kantor Kecamatan lainnya atau dengan kantor atau dinas yang melakukan 
kegiatan pembangunan yang lain. 
b. Hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah  di 
Kecamatan. 
Hubungan timbal balik antara pemerintah Kabupaten dengan 
pemerintah Kecamatan, sangat diperlukan dalam rangka implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Hal tersebut selaras dengan yang 
disampaikan oleh Camat Jumapolo.  
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sangat penting karena 
Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari pada 
tuntutan reformasi, maka pemerintah segera melaksanakan.  
(Wawancara pada hari : Selelasa, 29 April 2006, di Kantor 
Kecamatan). 
 
Unkapan seperti itu dikuatkan oleh Sekretaris Camat dengan 
mengatakan bahwa yang dikemukakan Camat itu benar dan segera ditindak 
lanjuti.  
Penting sekali, karena hal ini jika dilaksanakan akan memperjelas 
tugas dari pada masing-masing seksi di Kantor Kecamatan 
khususnya Kecamatan Jumapolo. Dan akan segera jelas pembagian 
tugas masing-masing seksi. (Wawancara pada hari : Selasa, tanggal 









Kepala Seksi yang lain seperti Kepala Seksi Pemerintahan juga 
mengatakan kalau Peraturan Daerah itu sangat penting, unkap beliau antara 
lain:   
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, sangat penting karena 
bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tersebut tugas dan 
wewenang para Kepala Seksi lebih jelas, maka segera pemerintah 
melaksanakan dengan seksama. (Wawancara pada hari : Selasa, 
tanggal 29 April 2006, di Kantor Kecamatan). 
 
Selain itu juga sebagai Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa 
pernah mengatakan seperti hal yang sama Peraturan Daerah itu sangat 
penting dilaksanakan, perkataan beliau antara lain seperti: 
Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (Ngatman, S.Sos) : 
Penting dilaksanakan, karena Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 sebagai tolok ukur dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan agar berjalan dengan efektif. (Wawancara pada hari : 
Selasa, tanggal 29 April 2006, di Kantor Kecamatan). 
 
Dalam hal timbal balik masalah Peraturan Daerah tersebut, staf juga 
sudah melaksanakan melalui perintah-perintah kedinasan. Adapun jawaban 
atas pertanyaan yang pernah disampaikan oleh peneliti, maka mereka 
memberi jawaban sebagai mana seperti berikut: 
Penting untuk dilaksanakan, karena apa Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001 itu, merupakan hasil keputusan DPRD Karanganyar 
yang harus kita laksanakan segera mungkin, hal ini merupakan 
kebijakan pemerintah. Dan ini akan sangat membantu kejelasan 
dalam kita melaksanakan tugas atau koordinasi. (Wawancara pada 
hari : Rabu, tanggal 30 April 2006, di Kantor Kecamatan). 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah disampaikan, dapat 
diketahui bahwa: Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi atas 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 itu segera dilaksanakan 








Daerah seperti itu sangat penting sekali hal ini untuk memperlancar dalam 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah.  
Pelaksanaan koordinasi yang melibatkan seluruh camat di 
Kabupaten Karanganyar minimal dilakukan sekali dalam sebulan, dalam 
bentuk rapat koordinasi pembangunan daerah (Rakorbang) yang juga 
melibatkan seluruh kantor dan dinas, serta dipimpin langsung oleh Bupati 
Karanganyar. 
Melalui rakorbang tersebut, dibahas mengenai rencana kegiatan 
pembangunan, kegiatan pembangunan yang sedang berjalan serta hambatan 
atau kendala yang terjadi. Mengingat rakorbang tersebut melibatkan seluruh 
instansi yang ada, maka dapat terjalin hubungan timbal balik antara 
pemerintah kabupaten selaku atasan dengan camat selaku pelaksana dan 
penanggungjawab di wilayah Kecamatan. Sehingga, permasalahan-
permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan. 
Selain itu, Camat Jumapolo juga melakukan koordinasi secara 
berjenjang di wilayah Kecamatan Jumapolo. Sehingga setiap kegiatan 
kepemerintahan senantiasa dapat terpantau pelaksanaannya. Koordinasi yang 
dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan oleh camat secara pribadi, namun bila 
dipertimbangkan bahwa koordinasi tersebut lebih bersifat teknis, maka camat 
dapat memerintahkan sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi yang ada 
kaitannya untuk melaksanakan koordinasi tersebut. 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, berdasarkan 
pengamatan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 telah 








terbentuknya struktur organisasi kecamatan secara lengkap beserta personil-
personil yang mendudukinya sebagaimana diamanatkan peraturan daerah 
tersebut, mulai Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi beserta staf 
Kecamatan.  
Secara umum, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 pada Kantor Kecamatan Jumapolo telah berjalan dengan baik dan tepat 
waktu sesuai yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar.  
Pelaksanaan implementasi tersebut mulai dilakukan segera setelah 
ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 dan Keputusan 
Bupati Karanganyar Nomor 169 Tahun 2001. 
Camat selaku kepala pemerintahan di Kecamatan Jumapolo, segera 
menindaklanjuti keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.  
2. Sumber Daya (resources) 
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, namun apabila implementator kekurangan sumber daya untuk 
melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 
daya tersebut ada 3 (tiga) faktor seperti : 
a. Jumlah pegawai/staf menurut pangkat/golongan.  
Keadaan jumlah pegawai/staf menurut pangkat/golongan di 
Kantor Kecamatan Jumapolo sudah cukup memadai dikarenakan 
semuanya sudah berjalan baik dengan perkataan lain, apa yang pernah 
disampaikan oleh Camat Jumapolo pada acara pengarahan atau rapat staf  








sumber daya pegawai/staf di Kantor Kecamatan Jumapolo, Camat 
mengungkapkan: 
Sumber daya para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo sudah 
cukup memadai, karena para pegawai yang ada SDM yang 
mereka miliki sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Jumlah 
pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo seluruhnya ada 20 orang 
yang sudah berpendidikan S2 ada 2(10%) dan yang berpendidikan 
S1 ada 12(60%).  Dengan Sumnber Daya seperti itu kita harapkan 
sudah mampu dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul 
sewaktu-waktu. (Wawancara pada hari : Rabu, tanggal 30 April 
2006).  
 
Kemudian Sekretaris Camat juga menguatkan dengan apa yang 
pernah diungkapkan Camat jumapolo pada saat memberi penjelasan 
masalah sumberdaya para pegawai/staf di Kantor Kecamatan Jumapolo 
yang sudah cukup memadai, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Camat 
Jumapolo: 
Sudah cukup memadai masalah Suimber Daya para pegawai di 
Kantor Kecamatan Jumapolo. Karena aktivitas dengan volome 
pekerjaan yang ada sudah diselesaikan dengan lancar, sesuai 
rencana yang ditentukan”. (Wawancara pada hari : Kamis, tanggal 
1 Mei 2006). 
 
Dipihak lain salah satu Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi 
Pemerintahan menyatakan: 
Cukup memadai masalah Sumber Daya para pegawai yang berada 
di Kantor Kecamatan Jumapolo. Ternyata semua pekerjaan yang 
ada sudah bisa diselesaikan dengan baik. (Wawancara pada hari : 
Kamis, tanggal 1 Mei 2006). 
 
Kemudian Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa juga 









Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (Ngatman, S.Sos) 
mengatakan: 
Sumber daya para pegawainya yang berada di Kantor Kecamatan 
Jumapolo, sudah cukup memadai. Terbukti bahwa pekerjaan yang 
masuk sudah bisa segera diselesaikan dengan baik. (Wawancara 
pada hari : Kamis, tanggal 1 Mei 2006). 
 
Salah satu staf pada Kantor Kecamatan juga menguatkan yang 
dikatakan Camat, Sekretaris Camat maupun Kepala Seksi,  
(Bambang Sriyanto, S.Sos) : 
Sumber daya para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo, sudah 
memadai, karena pegawai yang ada sudah banyak yang 
berpengalaman, sudah mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas 
yang telah ada. (Wawancara pada hari : Kamis, tanggal 1 Mei 
2006).  
 
Berdasarkan hasil pernyataan Camat, Sekretaris Camat, Kepala 
Seksi dan staf Kecamatan dapat disimpulkan bahwa: 
Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo sudah cukup 
memadai, dengan akan diberlakukanya Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja, walaupun 
dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas namun sudah 
mampu dalam memberi pelayanan kepada warga masyarakat di 
Kecamatan Jumapolo. 
 
Proses pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia staf 
yang handal pada Kecamatan Jumapolo perlu mempertimbangkan keahlian 
dan kompetensi pegawai. 
Informasi yang relevan dan cukup mengenai pemenuhan sumber 
daya manusia yang terkait dalam implementasi, perlu didukung dengan 
fasilitas penunjang seperti bangunan, sarana prasarana, dan anggaran 








Pelaksanaan Peraturan Daerah telah sesuai dengan kebutuhan 
Kantor Kecamatan Jumapolo. Penyediaan sumber daya yang kurang 
memadai dapat berakibat pada kurang lancarnya pelaksanaan 
implementasi kebijakan, pelayanan yang kurang memuaskan, dan adanya 
penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan 
karena adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan sumber 
daya yang tersedia. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya tersebut 
diharapkan dapat terintegrasi, dalam arti bahwa upaya penyediaan suatu 
sumber daya, juga diikuti dengan kelengkapan sumber daya penunjangnya. 
Sebagai contoh, penyediaan sarana komputer, juga diikuti dengan 
penyediaan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan komputer 
tersebut. 
Tingkat pendidikan para pegawai pada Kantor Kecamatan 
Jumapolo sudah memadai sampai saat ini tingkat pendidikan sudah ada 12 
orang (60%) S1 dan 2 orang (10%) S2 dari jumlah pegawai 20 orang. 
Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai akan berpengaruh terhadap 
pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan 
para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo juga akan semakin tinggi 
etos kerjanya. Apalagi kalau untuk menduduki suatu jabatan struktural, 
salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan posisi atau 
penempatan suatu jabatan tertentu, selain itu ada aturan kepegawaian yang 
membatasi pangkat puncak/maksimal yang dapat dicapai oleh seseorang 
pegawai, seperti bagi pegawai yang hanya berpendidikan SLTA, pangkat 








mendorong para pegawai untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 
Tidak mengherankan, berdasarkan kondisi yang demikian, pada saat ini 
banyak pegawai yang sangat antusias untuk menempuh pendidikan sarjana 
dan pasca sarjana, baik berbentuk reguler maupun non reguler. yang masih 
berpendidikan SLTA. Umumnya dipengaruhi oleh faktor usia dan 
ekonomi, yaitu pegawai yang tidak lama lagi akan pensiun dan memiliki 
beban ekonomi untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah atau pendidikan 
yang lebih tinggi.    
b. Latar belakang pendidikan. 
Pendidikan menjadi faktor yang sangat mendukung untuk lancar 
dan tidaknya suatu program yang telah direncanakan. Maka latar belakang 
pendidikan pegawai pada kantor kecamatan sangat berpengaruh pada 
keberhasilan implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan 
kemampuan di Kantor Kamatan Jumapolo ternyata sudah cukup memadai 
atau mendukung apa yang pernah disampaikan Bapak Camat.   
Terkait dengan latar belakang pendidikan para pegawai di Kantor 
Kecamatan Jumapolo, Camat Jumapolo mengungkapkan bahwa: 
Latar belakang para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo, 
sudah memadai. Dan sudah banyak yang cekatan dalam 
menangani semua pekerjaan yang ada di Kantor Kecamatan 
Jumapolo. (Wawancara pada hari : Jum’at, tanggal 2 Mei 2006). 
 
Sekretaris Camat juga diminta penjelasannya berkaitan dengan 
latar belakang para pegawai dalam menyikapi implementasi Peraturan 
Daerah di Kabupaten Karanganyar untuk ditindak lanjuti di Kantor 








Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Camat mengungkapkan.  
Latar belakang pendidikan sudah memadai, karena para pegawai 
semua yang ada di Kantor Kecamatan Jumapolo sudah bannyak 
yang lulus dari perguruan tinggi ada 70 %. Kondisi pendidikan 
yang demikian sangat mendukung dalam mengatasi pekerjaan 
yang ada. (Wawancara pada hari : Jum’at, tanggal 2 Mei 2006).   
 
Senada dengan Sekretaris Camat Jumapolo, Kepala Seksi 
Pemerintahan menilai bahwa latar belakang pendidikan pegawai pada 
Kantor Kecamatan sudah cukup memadai. Hal tersebut dapat diketahui 
melalui  wawancara sebagai berikut:  
Latar belakang pendidikan para pegawai di Kantor Kecamatan 
Jumapolo sampai saat ini sudah sangat memadai, semua pekerjaan 
sudah bisa diselesaikan dengan baik, cepat sesuai rencana. 
(Wawancara pada hari : Jum’at, tanggal 2 Mei 2006). 
 
Salah satu staf Kecamatan Jumapolo ada yang memberi komentar 
yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang berpengaruh pada 
efektifitas implementasi Peraturan Daerah. Hal tersebut tercermin dari 
pernyataan saudara Bambang Sriyanto, S.Sos: 
Latar belakang pendidikan pegawai di Kantor Kecamatan 
Jumapolo sudah memadai, karena sudah banyak yang 
berpendidikan tinggi, dan semua sudah banyak pengalamannya 
dibidang pemerintahan. (Wawancara pada hari, Sabtu, tanggal 3 
Mei 2006). 
 
Beberapa imformasi yang diungkapkan atau disampaikan dari 
baik Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dapat diperoleh kesimpulan  











Sampai saat ini masih berupaya untuk menuntut ilmu atau 
mencari pengalaman. Sebagian pegawai ada yang masih berusaha 
menuntut ilmu di perguruan tinggi. Yang berpendidikan S1 ada 12 
(60%) orang dan yang berpendidikan S2 ada 2 (10%)  orang, dan 
6 (30%) orang SLTAdengan latar belakang yang demikian semua 
pekerjaan tetap tidak ada permasalahan yang berarti. Dan dengan 
latar belakang yang memadai pemerintahan di Kecamatan 
Jumapolo semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.   
 
Latar belakang pendidikan yang dimiliki  seorang pegawai juga 
sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena 
dengan bekal latar belakang pendidikan yang telah dimiliki, seorang 
pegawai dapat dengan mudah untuk memahami jenis dan beban 
pekerjaannya, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
terjadi. 
Mengingat tugas dan pekerjaan yang terdapat pada Kantor 
Kecamatan Jumapolo secara umum berupa pelayanan kepada masyarakat, 
maka latar belakang pendidikan yang dimiliki atau ditempuh para pegawai 
umumnya adalah sarjana sosial atau ekonomi. Sehingga sesuai dengan 
bidang pekerjaan sehari-hari. 
Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
dimiliki, para pegawai senantiasa diberi peluang untuk menambah ilmu 
melalui belajar menempuh S1 dan S2 dan kursus-kursus atau pelatian, baik 
yang dibiayai secara pribadi maupun yang diselenggarakan oleh 
pemerintah. Bahkan pada setiap pekerjaan yang bersifat baru, maka 
sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, selalu dilakukan pelatihan atau 
pengarahan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik 








c. Golongan kepangkatan masa kerja. 
Berdasarkan data kepegawaian di Kantor Kecamatan Jumapolo - 
diketahui bahwa golongan kepangkatan masa kerja sudah banyak yang 
golongan kepangkatan sudah tinggi dan masa kerja juga sudah lama. 
Sehubungan dengan golongan kepangkatan masa kerja para 
pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo, Camat Jumapolo 
mengungkapkan: 
Golongan kepangkatan masa kerja pegawai yang ada di Kantor 
Kecamatan Jumapolo, sudah begitu banyak. Hal ini sudah banyak 
yang berpengalaman. Untuk menempati kedudukan struktur yang 
sudah ditentukan, penempatannya sudah sesuai dengan aturan 
yang baku. Dan perhatian terhadap pegawainya selalu 
memperhatikan. (Wawancara pada hari : Sabtu, tanggal 3 Mei 
2006). 
Terkait dengan kepangkatan masa kerja pegawai pernyataan yang 
di sampaikan Camat dikuatkan oleh Sekretaris Camat diketahui bahwa, 
golongan kepangkatan masa kerja para pegawai di Kantor Kecamatan 
Jumapolo sudah tinggi dan banyak masa kerjanya, adapun argumentasi 
Sekretaris Camat terkait dengan kepangkatan pegawai pada Kantor 
Kecamatan terungkap dalam pernyataan sebagai berikut: 
Golongan kepangkatan masa kerja di Kantor Kecamatan 
Jumapolo sudah banyak yang tinggi, sudah banyak yang akan 
pensiun. Sudah banyak yang mau memikirkan atas golongan 
kepangkatan dan masa kerja. (Wawancara pada hari : Sabtu, 
tanggal 3 Mei 2005). 
 
Kemudian bergeser ke Kepala Seksi Pemerintahan setelah 
wawancara dari Sekretaris Camat, apa yang beliau sampaikan perihal 








Kecamatan Jumapolo. Yang mereka katakan masalah itu yang bisa dikutip 
yang berbunyi yaitu seperti Kepala Seksi Pemerintahan (Rusmanto, SH) : 
Para pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Jumapolo sampai 
saat ini sudah banyak yang tinggi. Hal yang seperti ini sangat 
menunjang etos kerja disektor pemerintahan, mampu mengatasi 
semua bidang. (Wawancara pada hari : Sabtu, tanggal 3 Mei 
2006).  
 
Pernyataan senada juga diungkapkan salah satu ditambah agar 
lebih jelas jawaban tersebut diatas dari staf Kantor Kecamatan  (Bambang 
Sriyanto, S.Sos) menyatakan: 
Sudah banyak yang tinggi para pegawai di Kantor Kecamatan 
Jumapolo tentang golongan kepangkatan dan masa kerja yang 
mereka sandang sampai saat ini. Sudah banyak pengalaman yang 
diperoleh. (Wawancara pada hari : Senin, 4 Mei 2006).  
 
Dengan pertimbangan yang sudah diperoleh, hasil kesimpulan 
yang dapat ditarik berdasarkan keterangan atau jawaban para informan 
yaitu sebagai berikut: 
Dengan golongan kepangkatan masakerja yang tinggi, otomatis 
sebagai pimpinan sangat menghargai dan memberi dukungan 
untuk memberi penghargaan dan mengusahakan untuk menduduki 
jabatan yang lebih tinggi sesuain golongan kepangkatan sesuai 
dengan masakerja yang dimiliki.   
 
Golongan kepangkatan masa kerja dalam kepegawaian 
merupakan tolak ukur tinggi rendahnya tingkat kepegawaian yang dimiliki 
seorang pegawai. Penggolongan yang dikelompokkan dalam golongan I – 
III (digolongkan lagi dalam menjadi a, b, c, d) dan golongan IV.a sampai 
dengan IV.e, ditentukan oleh tingkat pendidikan dan masa kerja yang 








gaji yang diterima dan sebagai salah satu persyaratan penting untuk 
menduduki suatu jabatan. 
Sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, maka golongan 
kepangkatan sebagian besar para pegawai Kantor Kecamatan Jumapolo 
adalah golongan III, yaitu Golongan III/d sebanyak 6 orang (30%),  
golongan III/c sebanyak 3 orang (15%), dan golongan III/b sebanyak 7 
orang (30%) adapun golongan III/a sebanyak 2 orang (10%). Hanya 2 
(dua) orang pegawai golongan II (10%) dan seorang pegawai yang 
bergolongan IV. 
Berdasarkan golongan kepangkatan masakerja dan tingkat 
pendidikan dan memiliki prestasi kerja pimpinan akan meberi penghargaan 
berupa jabatan. Hal seperti ini seharusnya menjadi pemikiran oleh yang 
berwenang. 
Tingginya golongan/masa kerja yang ada di Kantor Kecamatan 
Jumapolo yang dimiliki para pegawai, menyebabkan golongan 
kepangkatan antara Kepala Seksi dengan staf tidak terlalu/berbeda jauh, 
selain itu persaingan untuk menduduki suatu jabatan atau promusi semakin 
ketat.   
3. Disposisi (dispositions) atau sikap (attitudes) 
Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementator. Proses implementasi kebijakan yang efektif bukan hanya 
mempertimbangkan kemampuan implementator tetapi juga sikap dimana 
mereka berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, karena 








oleh pembuat keputusan secara konsekuen. Pembuat keputusan seringkali 
dihadapkan pada tugas yang mengharuskan untuk mencoba memanipulasi 
kebijakan atau mencoba mengurangi kebijakasanaan implementator. Ada 2 
aspek kajian antara lain : 
a. Kesiapan pegawai Kantor Kecamatan Jumapolo terhadap implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
Dengan berbagai upaya dalam kesiapan terhadap implementasi 
peraturan daerah yang telah dilaksanakan di Kecamatan Jumapolo telah 
berupaya berbagai hal untuk bagai mana Peraturan Daeah tersebut berjalan 
baik. Kesiapan dan sikap pegawai terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 
Taun 2001 perlu diperhatikan dalam upaya mengefektifkan imflementasi 
perda tersebut. 
Tanggapan para pegawai atas keberadaan Perda ini menjadi salah 
satu tolok ukur tingkat penerimaan Perda di Kecamatan Jumapolo. Hal ini 
bisa diketahui dari komentar Camat Jumapolo terhadap kesiapan dan sikap 
pegawai.  
Camat Jumapolo (Bambang Sriwidodo, S.Sos, M.Hum) 
menyampaikan: 
Kesiapan para pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Jumapolo 
terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, 
sudah siap dengan segala konsekwensinya. Pegawai yang ada di 
Kantor Kecamatan Jumapolo telah mengetahuiu saemua dengan 
diperlakukannya atau dengan adanya Peraturan tersebut. Mestinya 
mendukung akan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, 
karena itu sudah merupakan tuntutan masyarakat. (Wawancara 









Hal senada dikuatkan Sekretaris Camat Jumapolo yang 
mengungkapkan: 
Pegawai dalam menerima Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 telah antusias. Hal ini sangat dibutuhkan dan semua pegawai 
di Kantor Kecamatan Jumapolo sangat menunggu kapan 
Peraturan Daerah segera berjalan. (Wawancara pada hari : Senin, 
tanggal 4 Mei 2006). 
 
Dimantabkan lagi oleh Kepala Seksi, selanjutnya Kepala Seksi 
Pembangunan Masyarakat Desa (Ngatman, S. Sos)  menanggapi kesiapan 
dan sikap pegawai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 sebagai berikut: 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, para 
pegawai di Kecamatan Jumapolo, sudah siap untuk menindak 
lanjuti. Hal ini tidak lain suatu pemikiran yang baik sekali, kita 
harus menyikapi adanya Peraturan yang baru ini. (Wawancara 
pada hari : Senin, tanggal 4 Mei 2006).  
 
Kesiapan dan sikap terhadap imlpemantasi perda juga diutarakan 
oleh salah satu staf pada Kantor Kecamatan Jumapolo. Dikatakan bahwa 
pada prinsipnya semua staf dapat mengetahui isi dari berbagai forum dan 
rapat yang diselenggarakan di Kecamatan. Hal ini terungkap dari jawaban 
salah satu staf Kecamatan. 
Kesiapan telah ada sejak Camat menyampaikan di forum rapat 
koordinasi atau yang disebut Rakorcam, bahwa Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001 segera diperlakukan dalam rangka 
penyempurnaan Peraturan Daerah yang lalu. (Wawancara pada 
hari : Selasa, tanggal 5 Mei 2006). 
 
Menarik hasil wawancara yang telah dilaksanakan terhadap 
kesiapan dan sikap pegawai Kecamatan Jumapolo dapat di ketahui bahwa: 
Para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo sudah siap dan  








Sumberdaya baik mental maupun sarana dan prasarana, perlu 
ditingkatkan walaupun hanya sederhana sekali. Sumber daya sarana dan 
prasarana merupakan faktor penting untuk mendukung. 
Kesiapan pegawai Kantor Kecamatan Jumapolo terhadap 
implementasi Peraturan Daerah suatu kebijakan sangat diperlukan. 
Kesiapan tersebut dapat berupa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) 
dan mental. Selain itu, sarana dan prasarana menunjang, sangat dibutuhkan 
guna mendukung kelancaran pelaksanaannya. Dengan semakin 
berkembangnya masyarakat yang semakin menuntut pelayanan prima, 
maka para pegawai harus semakin meningkatkan profesionalismenya 
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, jenis dan 
beban pekerjaan yang semakin komplek semakin menuntut kesiapan dan 
kemampuan para pegawai. Dalam kesiapan para pegawai diwujutkan 
dengan kesiapan mental untuk siap ditugaskan dimana saja, sesuai 
kebijakan yang ditentukan pimpinan, termasuk kesiapan ditempatkan di 
Kantor Kecamatan lain.   
Anggaran insideltil seperti bencana alam cukup untuk membantu 
penganan bencana yang ada walaupuin hanya sedikit bantuan dari 
Kabupaten (Posko Bencana Alam) terbukti bahwa penanganan bencana 











b. Penerimaan pegawai Kecamatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001. 
Dengan rasa tanggung jawab dan semangat atas diperlakukannya 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Kecamatan Jumapolo yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001, sebagai mana yang pernah diungkapkan oleh Camat Jumapolo pada 
saat apel pagi gengan materi masalah kesiapan penerimaan atas Peraturan 
Daerah dimaksud, Camat Jumapolo mengatakan: 
Tanggapan para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo atas 
diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sangat 
menerima dan siap melaksanakan sesuai rencana. (Wawancara 
pada hari : Selasa, tanggal 5 Mei 2006). 
 
Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi Pembangunan 
Masyarakat Desa (Ngatman, S.Sos) mengatakan: 
Pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo adanya Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001, sudah siap, karena sudah 
menyadari kalau tugas itu merupakan ibadah. (Wawancara pada 
hari : Selasa, tanggal 5 Mei 2006). 
 
Untuk menguatkan pertimbangan dalam menganalisa kita juga 
meminta jawaban dalam wawancara kami dari unsur staf yaitu,.Staf 
(Bambang Sriyanto, S.Sos) beliau menyampaikan jawaban pada waktu 
melaksanakan wawancara dengan hasil yang mereka lontarkan antara lain 
sebagai berikut. 
Semua pihak terutama pegawai yang berada di Kantor Kecamatan 
Jumapolo, siap dan menerima adanya di perlakukannya Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001tersebut, Pegawai siap jika 
kemungkinan akan ditemnpatkan lain Kecamatan  atau Kantor, 










Dengan berbagai masukan baik jawaban pada wawancara 
langsung yang bersangkutan maka dismpulkan bahwa: 
Penerimaan para pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo terhdap 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, siap menerima, karena 
menyadari bahwa, perda tersebut merupakan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar yang segera terlaksana dan sebagai aparatur 
negara harus mendukung sepenuhnya tanpa terkecuali. 
 
Sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, 
para pegawai negari senantiasa siap menerima dan melaksanakan tugas-
tugas yang diberikan. Hal ini juga tercerminkan pada para pegawai 
Kantor Kecamatan Jumapolo dalam menghadapi pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Mereka menilai bahwa kebijakan yang 
telah ditempuh dan ditetapkan pemerintah Kabupaten Karanganyar 
merupakan kebijakan terbaik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan roda 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Penerimaan pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo tersebut 
diwujudkan dengan kesiapan untuk melaksanakan Peraturan Daerah 
tersebut dan kesiapan untuk ditempatkan sesuai struktur organisasi Kantor 
Kecamatan lain. Bentuk penerimaan para pegawai juga diwujudkan 
dengan tidak adanya sikap protes atau peristiwa penolakan ketika 










4. Struktur Organisasi. 
Dalam melaksanakan tugas pemerintah Kantor Kecamatan 
Jumapolo telah diwujudkan suatu struktur yang telah diputuskan yaitu 
berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Adapun kajian  
implemantasi ada 2 aspek kajian yaitu : 
a. Struktur organisasi pemerintah Kecamatan Jumapolo berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
Dalam menyikapi adanya struktur yang baru Camat Jumapolo 
menghimbau semua pegawai di Kantor Kecamatan Jumapolo untuk 
segera menyesuaikan diri. Pernyataan tersebut terungkap dari hasil 
waancara dengan Camat sebagai berikut: 
Dengan dibentuknya struktur yang baru yaitu diwujutkannya 
suatu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 ini sudah sesuai 
dengan kondisi daerah Kecamatan Jumapolo. Dengan adanya 
Peraturan Daerah tersebut akan memiliki peran yang strategis 
terutama untuk meningkatkan pelaksanaan dalam pelayanan 
pemerintah terhadap masyarakat. (Wawancara pada hari Rabu, 
tanggal 6 Mei 2006). 
 
Implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 akan berhasil jika didukung dengan kesesuaian kondisi daerah 
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Terkait dengan hal tersebut 
Sekretaris Camat memberikan pendapatnya:  
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 sudah sesuai dengan 
kondisi daerah Jumapolo jika diterapkan, karena tidak ada 
pekerjaan atau tugas yang menyalahi aturan/prosedur, 
melenceng dari ketentuan yang berlaku. (Wawancara pada hari 
Rabu, tanggal 6 Mei 2006). 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan 








implementasi perda adalah kesesuaian dengan kebutuhan daerah pada 
masing-masing kecamatan di Kabupaten Karanganyar.  
Ungkapan tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil 
wawancara sebagai berikut: 
Kedudukan, fungsi dan tugas pemerintah Kecamatan Jumapolo 
sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan 
alasan bahwa sampai sekarang jalannya pemerintahan di 
Jumapolo tidak pernah timbul permasalahan-permasalahan. 
(Wawancara pada hari : Rabu, tanggal 6 Mei 2006). 
Sementara itu salah seorang menanggapi upaya dalam 
implementasi perda ini adalah sebagai berikut: 
Sudah sesuai dengan kondisi daerah Kecamatan Jumapolo, jika 
struktur Peraturan Daerah dimaksut jadi diterapkan, mungkin 
struktur yang telah dibentuk merupakan peran yang sangat 
strategis. (Wawancara pada hari : Kamis, tanggal 7 Mei 2006). 
  
Dari hasil wawancara maka disimpulkan antar lain sebagai 
berikut. 
Dengan diterapkannya struktur organisasi Pemerintah 
Kecamatan Jumapolo yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. 
Semuanya tidak ada lain dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat boleh dikatakan pelayanan prima. 
Dengan adanya struktur organisasi yang telah diwujudkan suatu 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 hal ini merupakan salah satu 
sarana yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur 
organisasi dalam hal ini, struktur organisasi Kantor Kecamatan 
Jumapolo memiliki peran yang sangat strategis karena pelaksanaan 








dipengaruhi oleh struktur maupun kedudukan, fungsi dan tugas pokok 
yang diberikan.  
Keadaan Kantor Kecamatan Jumapolo ruangan kantor dan 
pertemuan cukup memadai dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan selama ini dan sehubungan dengan diperlakukannya 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 struktur organisasi 
diharapkan telah dapat menjawab seluruh tugas pokok dan 
kewenangan yang belum tercakup dalam struktur organisasi tersebut, 
dikhawatirkan pelaksanaan pelayanan pemerintah pada Kantor 
Kecamatan Jumapolo akan terganggu.   
b. Kedudukan, fungsi dan tugas pokok pemerintah Kecamatan  jumapolo.            
Berdasarkan kenyataan masalah kedudukan, fungsi dan 
tugas pokok pemerintah Kecamatan Jumapolo salah satu permasalahan 
yang perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang 
efektif. 
Camat jumapolo pada berbagai rapat pengarahan  
mengungkapkan bahwa masalah kedudukan, fungsi dan tugas pokok 
pemerintahan Kecamatan Jumapolo sudah sesuai dengan kebutuhan 
yang diperlukan. 











Sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ternyata 
selama ini tidak ada permasalahan yang berarti, apa bila ada 
permasalahan, segera bisa diatasi dengan tidak timbul 
konplik. Semua diupayakan dengan jalan damai. 
(Wawancara pada hari : Kamis, tanggal 7 Mei 2006, jam. 
08.00 s/d 10.00). 
 
Dipihak lain, senada dengan Camat Jumapolo, Kepala Seksi 
Pembangunan Masyarakat Desa (Ngatman, S.Sos) menyampaikan: 
Fungsi dan tugas pokok di Kantor Kecamatan Jumapolo 
kedudukan para pegawainya sudah sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan. Semua sudah bisa memenuhi 
harapan, berjalan lancar (Wawancara pada hari : Kamis, 
tanggal 7 Mei 2006). 
 
Dari beberapa pernyataan yang disampakan oleh Camat dan 
Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa, diketahui bahwa 
kedudukan, fungsi dan tugas pokok kecamatan menjadi acuan dasar    - 
bagi Camat beserta perangkatnya untuk menjalankan aktifitas 
pemerintahan diwilayah Kecamatan Jumapolo. Keterangan yang lebih 
jelas juga disampaikan oleh salah satu staf Bapak Bambang Sriyanto, 
S.Sos: 
 Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 
yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja itu sangat 
memperjelas tugas, pokok masing-masing seksi. Semua 
sudah mempelajari dan bekerja sudah ada tupoksi yang 
jelas. Maka sudah sesuai dengan harapan pemerintah. 
(Wawancara pada hari : Jum’at, tanggal 8 Mei 2006). 
 
Berdasarkan beberapa kajian tersebut diatas dapat diketahui 
bahwa, kedudukan, fungsi dan tugas pokok Pemerintah Kecamatan 
Jumapolo dengan sampai saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau 
dikatakan sudah mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Terlihat  








kerja disuatu instansi yang ada, sudah berjalan dengan baik. Dan 
penempatan personil dalam menduduki jabatan struktural terutama di 
Kantor Kecamatan Jumapolo, sudah sesuai dengan persyaratan yang 
telah ditentukan. 
Struktur organisasi pemerintah Kecamatan berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 pada umumnya setiap 
organisasi baik di tingkat nasional maupun daerah, tentunya memiliki 
struktur organisasi. Struktur organisasi ini memberi gambaran 
mengenai pembagian tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab 
serta hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Adapun struktur 
organisasi pemerintah pada Kantor Kecamatan Jumapolo sudah 
menjadi pedoman/dasar yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001  
Struktur organisasi atau birokrasi merupakan suatu 
tingkatan/hirarki dalam suatu organisasi birokrasi, dimana pada 
masing-masing tingkatan memiliki tugas, kewenangan dan tanggung 
jawab yang berbeda. Implementasi kebijakan dalam struktur birokrasi 
yang tidak efisien akan memerlukan kerjasama dengan sejumlah besar 
personil, tidak adanya koordinasi akibat adanya fragmentasi organisasi 
menyebabkan terbuangnya sumber daya secara percuma, menciptakan 
keraguan, menghambat terjadinya perubahan, serta mengabaikan 
fungsi penting yang ada. 
Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 








organisasi menjadi pedoman bagi setiap implementator di dalam 
bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 
birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini pada gilirannya 
menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
Dalam rangka penyusunan struktur organisasi pada Kantor 
Kecamatan Jumapolo, Camat melakukan koordinasi dengan Sekretaris 
Camat beserta seluruh Kepala Seksi. Pembahasan meliputi persiapan 
personil yang akan diajukan kepada Bupati Karanganyar untuk 
menduduki jabatan struktural sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001, beserta staf yang akan ditempatkan pada seksi-seksi. 
Kebetulan, jumlah personil yang telah memenuhi syarat untuk 
menduduki jabatan struktural telah mencukupi, sehingga jumlah calon 
pejabat yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan. 
Selanjutnya, setelah melalui pertimbangan Baperjakat 
(Dewan pertimbangan jabatan) Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar, maka memutuskan bahwa, pejabat yang diajukan oleh 
Kantor Kecamatan Jumapolo disetujui seluruhnya dan siap untuk 
dilantik bersama-sama dengan pejabat stuktural se-Kabupaten 
Karangannyar. Setelah pelantikan, maka para pejabat tersebut 
selanjutnya diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok 









Penyusunan struktur organisasi di Kantor Kecamatan 
Jumapolo. Penyusunan struktur organisasi Kantor Desa di Kecamatan 
Jumapolo dilakukan setelah para Kepala Desa menerima surat dari 
Camat Kecamatan Jumapolo mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001. Proses persiapan personil dilakukan 
sebagaimana pada Kantor Kecamatan Jumapolo, dimana koordinasi 
dilakukan antara kepala desa beserta Sekretaris Desa dan seluruh 
Kepala Urusan (Kaur).  
Personil yang akan diajukan untuk menduduki jabatan 
Kepala Urusan, Kepala Dusun maupun staf dibahas bersama-sama 
dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti 
jabatan sebelumnya, masa kerja, pendidikan, lokasi tempat tinggal dan 
sebagainya. Selanjutnya para calon pejabat dan staf tersebut diajukan 
kepada Bupati melalui Camat untuk mandapat pengesahan lebih lanjut. 
c. Kesesuaian struktur organisasi pemerintah kecamatan jumapolo terha  - 
dap kebutuhan daerah. 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang 
diimplementasikan di Kecamatan Jumapolo perlu untuk selalu 
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masing-
masing daerah kecamatan. 
Menanggapai hal tersebut Camat Jumapolo memberikan 
komentar mengenai kesesuaian struktur dan organisasi pemerintah 








Bahwa kesesuaian struktur organisasi pemerintah khususnya 
di Kecamatan Jumapolo, sudah sesuai dengan kebutuhan 
yang diharapkan. Karena semua komponen pemerintah 
daerah sudah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan 
sama sekali. Desa atau daerah sudah menerima apa yang 
diharapkan. (Wawancara pada hari : Jum’at, tanggal 8 Mei 
2006). 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi 
Kesejahteraan Sosial menanggapi kebutuhan daerah kecamatan Kepala 
Seksi Kesejahteraan Sosial (Sutarno, S.Sos) menyatakan sebagai 
berikut: 
Sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan di daerah. 
Memang dengan adanya struktur organisasi pemerintah, ini 
tidak lain untuk penyesuaian keadaan, lebih-lebih sekarang 
dinamika pembangunan sangat komplek. (Wawancara pada 
harui : Jum’at, tanggal 9 Mei 2006). 
 
Disisi lain salah satun staf pada Kecamatan Jumapolo 
melihat bahwa kesuaian struktur dengan kondisi kemasyarakatan dapat 
memenuhi pelayanan kepada masyarakat, sebab tidak ada lagi keluhan 
dirasakan. Hal itu dapat diketahui berdasarkan wawancara sebagai 
berikut:  
Struktur organisasi dimaksud sudah sesuai dengan kebutuhan 
di daerah Kecamatan Jumapolo. Maka semua aktivitas 
pemerintahan berjalan dengan baik, tidak menimbulkan 
permasalahan, situasi selalu kondusif. (Wawancara pada hari 
: Sabtu, tanggal 10 Mei 2006). 
 
Atas dasar beberapa pandangan baik dari Camat, Kepala 
Seksi maupun staf pada kecamatan dapat disimpulkan bahwa: 
Kedudukan, fungsi dan tugas pokok Pemerintah Kecamatan 
Jumapolo dengan sampai saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau 








Terlihat  kondisi yang ada pelaksanaan aktivitas 
pemerintahan ataupun aktifitas kerja disuatu instansi yang ada, sudah 
berjalan dengan baik. Dan penempatan personil dalam menduduki 
jabatan struktural terutama di Kantor Kecamatan Jumapolo, sudah 
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, Pemerintah 
Kecamatan Jumapolo terhadap kebutuhan daerah diberlakukannya 
atau diundangkannya dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 
169 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 
Struktural Pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Karanganyar maka  
Pemerintah Kecamatan Jumapolo otomatis segera menyesuaikan dan 
menindaklanjuti kebutuhan organisasi  yang sesuai dengan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tersebut. 
Mengingat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 
merupakan Peraturan Daerah yang harus diterapkan dalam 
penyusunan sruktur organisasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan di 
Kabupaten Karanganyar, dengan demikian seluruh Kantor Kecamatan 
dan Kelurahan memiliki struktur organisasi yang seragam. 
Konsekuensi dari keseragaman tersebut adalah bahwa seluruh Kantor 
Kecamatan maupun Kantor Kelurahan harus menyesuaikan segala 
kebutuhan organisasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini 
berarti bahwa apabila terdapat kebutuhan struktur tersebut tidak 
tercantum dalam Peraturan Daerah, maka daerah tersebut harus 








struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001. 
Sebagai contoh Kecamatan Tawangmangu yang memiliki 
potensi wisata yang besar, memiliki kebutuhan adanya struktur 
organisasi pada Kantor Kecamatan Tawangmangu yang secara 
khusus menangani masalah pariwisata, dengan pertimbangan, 
dengan adanya seksi tertentu yang secara khusus menangani 
masalah pariwisata, maka penanganan pariwisata akan semakin 
optimal dan efektif. 
Namun, mengingat ketiadaan struktur tersebut dalam 
organisasi Kantor Kecamatan, maka penanganan masalah pariwisata 
dibebankan pada seksi yang telah ada, yaitu seksi Pembangunan 
Masyarakat Desa. 
Demikian juga pada Kecamatan Jumapolo, dimana menurut 
pengamatan peneliti Kecamatan ini membutuhkan penanganan yang 
serius mengenai pengolahan lahan pertanian, karena sebagian besar 
lahan di wilayah Kecamatan Jumapolo kurang produktif. Sedangkan 
penanganan lahan tersebut masih ditangani oleh beberapa instansi 
seperti pertanian, tanaman pangan, kehutanan dan pengairan yang 
membutuhkan kordinasi secara berkesinambungan. 
Apabila terdapat seksi yang secara khusus menangani 
masalah tersebut, diharapkan penanganan dapat berjalan lebih 
efektif, karena langsung ditangani oleh kantor Kecamatan dan 








dilaksanakan secara berkesinambungan sampai saat ini. Penanganan 
masalah lahan masih tergantung pada perencanaan pada tingkat 
kabupaten. 
Selama proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001 tersebut, tahap-tahap yang harus dilakukan, dapat 
dilaksanakan dengan lancar. Namun tidak dipungkiri bahwa masih 
terdapat beberapa hambatan/kendala yang terjadi. 
 
C.  Hambatan/kendala yang terjadi dan upaya pemecahan. 
a. Komunikasi. 
Komunikasi yang kurang/belum sempurna, komunikasi yang 
terjalin dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 adalah melalui media sosialisasi.  Sosialisasi yang terjadi adalah berupa 
penyampaian informasi melalui perteman bersama antara Pemerintah Daerah 
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian Hukum Setretariat Daerah 
dengan para Camat se Kabupaten Karanganyar. 
Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan secara berjenjang yaitu mulai  
sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten kepada Camat, kemudian dilanjutkan 
sosialisasi oleh Camat kepada para Kepala Seksi dan staf/karyawan 
Kecamatan. Sosialisasi kepada staf yang masih ada sedikit hambatan karena 
kurang/tidak mau memperhatikan tentang adanya Peraturan Daerah yang baru 
tersebut. Dengan upaya masing-masing Kepala Seksi dalam memberi 
penjelasan dengan cara dialog tentang Peraturan Daerah yang baru pada 








      Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakkukan dapat 
diketahui bahwa sosialisasi yang menjadi wahana komunikasi Pemerintah 
Daerah dalam proses implementasi sudah baik dan dapat dipahami oleh objek 
implementasi. Camat beserta stafnya telah dapat memahami.isi ataupun materi 
yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, cara 
komunikasi melalui dialog yang demikian ternyata masih kurang dapat 
memberikan informasi secara menyeluruh terhadap keberadaan Peraturan 
Daerah ini. 
Namun demikian menyikapi hal diatas, yang perlu di perbaiki dalam 
proses komunikasi  terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2001 adalah perlunya saluran-saluran lain yang dapat di jadikan wahana atau 
media komunikasi. Perlu di perluas media-media komunikasi lain agar isi dan 
materi Peraturan Daerah dapat sampai kepada Camat beserta perangkatnya 
dan juga masyarakat. 
Media itu antara lain majalah, forum-forum komunikasi tingkat 
kecamatan dan diadakan dialog dengan muspika.       
b. Sumber Daya Manusia. 
Sumber daya manusia perlu ditingkatkan, dalam pelaksanaan 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 diwilayah Kecamatan 
Jumapolo terdapat permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai 
hambatan/kendala, khususnya jika dilihat dari Sumber daya manusia.   
Berdasarkan wawancara dan pengamatan kondisi kepegawaian sudah 
cukup memadai baik dilihat dari jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan 








berpendidikan S2, sisanya 40 % belum memenuhi kwalifikasi sarjana atau 
pasca sarjana. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa masih ada pegawai yang 
perlu ditingkatkan kapasitas sumber dayanya, dengan upaya memberi 
kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih 
tinggi lagi.  
c. Sikap yang perlu responsif. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa, dengan adanya struktur organisasi Kantor Kecamatan Jumapolo yang 
baru, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001,  maka terjadi 
perubahan terhadap struktur dan tata kerja organisasi pada Kantor Kecamatan 
Jumapolo. Meskipun terjadi perubahan, kondisi yang ada sudah sesuai dengan 
kebutuhan tugas pegawai/karyawan pada Kecamatan Jumapolo. Minimnya 
media komunikasi terhadap proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001 menyebabkan karyawan perlu meningkatkan kepedulian terhadap 
perubahan struktur yang ada. 
Dukungan dalam bentuk sikap karyawan yang belum responsif ini 
menyebabkan tugas-tugas lain pada Kantor Kecamatan terkesan menjadi apa 
adanya dan hanya melaksanakan tugas seperti tugas-tugas yang terdahulu 
d. Struktur organisasi. 
Struktur organisasi perlu lebih dipahami dengan baik, Seiring dengan 
penambahan seksi dalam struktur organisasi, maka dibutuhkan adanya 
pemahaman terhadap struktur yang baru.  Selain itu juga sebagai konsekuensi 
pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah dituntut untuk meningkatkan 








Sebelum para staf memahami terdapat kendala/hambatan dalam 
melaksanakan tugas masih tumpang tindih antara seksi yang satu dengan seksi 
yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian kita pecahkan atau 
koordinasikan antar seksi dalam pembagian tugas agar tidak timbul tumpang 
tindih agar tupoksinya jelas. Melalui susunan organisasi yang ada di 
Kecamatan, seluruh perangkat pegawai Kecamatan Jumapolo perlu memahami 
bagaimana mekanisme tugas yang sesuai dengan struktur organissi yang ada. 
Kondisi yang terjadi saat ini adalah para staf telah memahami dalam 
pembagian tugas sudah sesuai dengan stuktur organisasi tersebut.    
Struktur yang ada telah sesuai dengan kondisi kebutuhan organisasi 
Kecamatan, namun demikian pemahaman terhadap pelaksanaan tugas 
berdasarkan struktur organisasi yang ada perlu untuk dipahami dengan lebih 








BAB  V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Karanganyar yang dilakukan pada Kantor Kecamatan 
Jumapolo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 dapat berjalan dengan 
baik, sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, demikian pula dalam 
penentuan personil-personil yang akan menduduki jabatan struktural maupun 
staf.  
2. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan/kendala, seperti 
jumlah personil untuk staf masih terbatas, sarana dan prasarana kantor masih 
terbatas, demikian juga mengenai anggaran yang dibutuhkan.   
3. Untuk mengatasai hambatan/kendala tersebut, Pemerintah Kecamatan 
Jumapolo melakukan upaya-upaya seperti mengatur penempatan staf dengan 
mempertimbangkan beban tugas seksi, memanfaatkan sarana dan prasarana 
secara efektif dan hemat, serta berusaha mengajukan tambahan anggaran 














 1. Implikasi Metodologis. 
a. Mengingat waktu dan sarana penelitian yang sangat terbatas dimiliki oleh 
peneliti maka masih dirasa hasil penelitian ini kurang optimal. Untuk itu agar 
hasil penelitian bisa memperoleh hasil seperti yang diharapkan, terutama 
dalam menjelaskan dan mengidentifikasi hambatan yang muncul serta upaya 
yang dilakukan pihak Kantor Kecamatan Jumapolo. Maka perlu dilakukan 
perbaikan metodologi waktu dan sarana penelitian. 
b. Keterbatasan teori yang peneliti gunakan juga menjadikan penelitian ini 
menjadi kurang optimal hasilnya. Oleh karena penyempurnaan dalam teori 
juga diperlukan agar hasil penelitian ini bisa menjadi lebih sempurna. 
2. Implikasi Praktis. 
Meskipun kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kalurahan Kabupaten Karanganyar, 
sudah dirasa sesuai dengan aturan dan cukup efektif, namun perlu juga 
dilakukan pengkajian ulang mengenai Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan 
agar lebih efektif dan efesien.       
 
 
C.  Saran. 
Bertolak dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan 
adalah: 
Pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan, hendaknya perlu memperhatikan 
faktor-faktor pendukung bagi implementasi kebijakan tersebut, seperti sumber 








sehingga dalam pelaksanaannya, implementasi tersebut dapat berjalan dengan 
lancar. 
1. Dalam struktur organisasi pemerintahan, hendaknya diberi ruang bagi 
pelaksana di daerah, baik Kecamatan maupun kelurahan/desa untuk menyusun 
organisasi sesuai kebutuhan diinginkan atau potensi yang dimiliki, sehingga 
organisasi tersebut dapat berjalan sesuai kondisi lapangan.  
2. Perlu dilakukan penataan secara detail mengenai tugas pokok dan kewenangan 
yang dimiliki suatu instansi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan 
kewenangan, atau saling melepas tugas dan tanggung jawab apabila terjadi 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 11 TAHUN 2001 
TENTANG 
 
ORGANISASI TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
























(1) bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu rnenata kembali 
Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Kaianganyar yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip 
penyelenggaraan Otonomi Daerah; 
(2) bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Organisasi dan Tata 
kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 








sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); 
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Msgara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 169); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KAPUBATEN TENTANG 








KECAMATAN DAN KELURAHAN KAPUBATEN 
KARANGANYAR 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai 
Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Karanganyar; 
c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 
d. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar; 
e. Perangkat Daerah adalah Organisasi Lernbaga pada Pemerintah.Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan   
Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis   Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, 
f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
Karanganyar; 







Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 












Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 3 
(1) Kecamatan merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang 
Camat yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Bupati; 
(2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah 
Kecamatan, 
(3) Untuk. menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, 
Kecamatan mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembinaan Pemerintah 
kelurahan/desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan pembangunan dan 
pelayanan umum. 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintah 
kelurahan/desa, ketenteraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarnkat, 
pembangunan dan pelayanan umum; 






(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 
a. Camat; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 
e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan; 
f. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
g. Seksi Pelayanan Umum; 








(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab Kepada Camat; 
(4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Camat; 
(5) Bagian Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 





Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 5 
(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
(2) Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah 
Kelurahan 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud ayat (2) Pasal ini, 
Kelurahan mempunyai fungsi : 
a. Pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan      
pembangunan,  pembinaan kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan   
ketertiban   serta   pelayanan umum; 
b. Pelaksanaan  tugas  dibidang   pembangunan   dan   pembinaan 
kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya; 
c. Pelaksanaan usaha peningkatan secara gotong royong masyarakat. 
d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan dan ketentraman wilayah 
kelurahan. 













(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 
a. Lurah; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 
e. Seksi Pembangunan; 
f. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
g. Seksi Pelayanan Umum; 
h. Lingkungan; 
i. Kelornpok Jabatan Fungsional. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Lurah; 
(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Lurah; 
(4) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 
BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Pasal 7 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri 
dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab kepada Camat/Lurah. 
(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dtentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 








sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 
BAB VI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
Pasal 8 
(1) Pejabat Eselon III di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati. 
(2) Pajabat Eselon IV di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan 





Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi pada Kecamatan, 
Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal di lingkungan. 
Kecamatan/Kelurahan maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsinya. 
Pasal 10 
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan perundangan yang berlaku. 
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
berranggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh 
satuan. organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 









(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 





Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kecamatan dan 
Kelurahan yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai dangan 




Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan 
ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 14 
(1) Tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan dijabarkan dalam 
Keputusan Bupati. 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. 
 
Pasal 15 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang   
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 










Ditetapkan di Karanganyar 










Diundangkan di Karanganyar 







LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2001 Nomor 12 SERI D.6 
PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 11 TAHUN 2001 
TENTANG 











Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang . 
Perinbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah 
Propinsi.Propinsi sebagaii Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan 
terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, dimana Pemerintah 
Daerah dituntut lebih profesional  dalam  memberikan  pelayanan   kepada  
masyarakat.   Hal  tersebut dikarenakan, telah terjadi perubahan mendasar terhadap 
sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem otonomi daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab menjadi sistem otonomi  daerah  yang   luas,   nyata   dan   
bertanggung  jawab. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap kewenangan 
daerah dalam menentukan berbagai kebijakan sebagai manifestasi otonomi daerah 
tersebut dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri rnenurut 
prakarsa sendiri, sesuai kondisi dan potensi daerah. 
Kewenangan  dan  urusan yang dahulu  berada  ditangan  pemerintah  pusat 
maupun di pemerintah propinsi sekarang merupakan hak di daerah untuk mengelola 
berdasarkan potensi dan kemampuan masmg-masing daerah.  Atas dasar prinsip- 
prinsip pemberian otonomi daerah yang Iuas, nyata dan bertanggung jawab tersebut 
diatas, memberikan arahan dan sekaligus menjadikan pedoman  bagi  Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar untuk menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan.  Penyusunan penataan organisasi ini dimaksudkan sebagai langkah 
awal dalam menampung kewenangan dan urusan yang diberikan kepada daerah dan 
disesuaikan dengan kondisi dan potensi di Kabupaten Karanganyar. 
 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1   huruf a : Cukup jelas. 
huruf b : Cukup jelas   
huruf c :  Bupati sebagai Kepala Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya 
  dibantu oleh Wakil Bupati. 








huruf e :  Cukup jelas. 
huruf f :  Cukup jelas.  
huruf g :  Cukup jelas 
Pasal 2  :  Cukup jelas 
Pasal 3 :  Cukup jelas 
Pasal 4  :  Cukup jelas 
Pasal 5 :  Cukup jelas 
Pasal 6 :  Cukup jelas 
Pasal 7  :  Cukup jelas 
Pasal 8  :  Cukup jelas 
Pasal 9  :  Cukup jelas 
Pasal 10  :  Cukup jelas 
Pasal 11  :  Cukup jelas 
Pasal 12  :  Cukup jelas 
Pasal 13  :  Cukup jelas 
Pasal 14  :  Cukup jelas 























PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KARANGANYAR 
NOMOR :  11 TAHUN 2001 
TANGGAL :  15 FEBRUARI 2001 
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KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR : 169 TAHUN 2001 
 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL 




Menimbang  : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan 
dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, perlu disusun 
Pedoman Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 
Struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar, 
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; 
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
 
Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 








Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165); 
4. Keputusan Mente4ri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 20/MENPAN/1990 tentang Tindak Lanjut 
Program Analisis Jabatan; 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan 




Menetapkan  : KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 







Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 
a. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai 
Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Karanganyar; 
c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
Karanganyar; 














Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : 
a. Camat; 
b. Sekretariat 
c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 
e. Seksi Pembanguann Masyarakat Desa/Kelurahan; 
f. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
g. Seksi Pelayanan Umum; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
BAB III 





(1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah 
Kecamatan. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Kecamatan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan pemerintah umum, pembinaan, pemerintahan 
Kelurahan/Desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, 








b. Pengkoordinasian pelaksanaa pemerintahan umum, pemerintahan Desa/ 
Kelurahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, 
pembangunan dan pelayanan umum; 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut 
: 
a. Menyusun program kerja di bidang pemerintahan dan pertanahan, ketentraman 
dan ketertiban, pemabnguann masyarakat Desa/Kelurahan, kesejahteraan 
sosial dan pelayanan umum; 
b. Menjabarkan perintah Bupati secara rinci dan jelas sesuai petunjuk, 
pedoman/peraturan yang berlaku agar mudah dipahami sebagai pedoman 
kerja; 
c. Mengkoordinasikan penyelengaraan pemerintah baik yang dilaksanakan oleh 
instansi vertikal, Perangkat Darah, Pemerintah Desa/Kelurahan; 
d. Mengkoordinasikan kerja sama antar Desa/Kelurahan; 
e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketentraman dan 
ketertiban serta pengamanan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
f. Melaksanakan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan di Kecamatan; 
g. Mengkoordinasikan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi pendidikan, 
kebudayaan, kesehatan, agama, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga 
dan tenaga kerja; 
h. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengembangan dan 
penukaran, penghapusan dan/atau penggabungan Desa/Kelurahan, termasuk 
Dusun/Lingkungan. 
i. Memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
Desa/Kelurahan, Lembaga Desa dan lembaga kemasyarakatan 








j. Melaksanakan tugas sebagai PPAT yang berwenang untuk menerbitkan Akta 
Tanah sesuai dengan kententuan yang berlaku; 
k. Mengumpulkan data dan informasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan 
budaya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; 
l. Membina kehidupan masyarakat serta mengambil lankah-langkah yang 
diperlukan guna penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat di 
Kecamatan; 
m. Melaksanakan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan 
perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial; 
n. Memberikan bimbingan dalam rangka perencanaan pelaksanaan pembangunan 
yang menyangkut kepentingan beberapa Desa/Kelurahan; 
o. Membantu pelaksanaan pemberian bantuan kepada Badan Sosial dan korban 
bencana alam; 
p. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan 
inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan, saranma dan prasarana umum; 
q. Memberikan rekomendasi permohonan ijin dan pembangunan yang meliputi 
tempat ibadah, pendidikan, hiburan umum dan fasilitas sosial, fasilitas 
kesehatan yang dikelola swasta lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 
r. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi KTP, KK, 
Surat Keterangan Pindah Penduduk sesuai ketentuan yang berlaku; 
s. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang pemerintahan dan 
pertanahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat 
Desa/Kelurahan. Kesejahteraan sosial dan pelayanan umum serta mengambil 
langkah-langkah pemecahannya; 
t. Mendistribusikan tugas kepada bawaan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikas pekerjaanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
u. Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
v. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan; 
w. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai 








x. Memberikan saran dan pertimbangan kepeda Bupati sebagai masukan untuk 
mengambil langkah-langkah saelanjutnya; 






(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan pembinaan 
administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 
satuan organisasi Kecamatan serta mengkoordinaskan tugas-tugas administrasi. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. 
Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan, pengawasan dan pelaporan dibidang Sekretariat; 
b. Penyelenggaaan administrasi pemerintahan Kecamatan, pembinaan 
masyarakat Desa/Kelurahan dan kesejahteraan sosial; 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai berikut 
: 
a. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan, 
administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman 
kerja; 
b. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar mudah dipahami 
sebagai pedoman kerja; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh 
sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas; 
d. Menyelenggarakan kegiatan admisnistrasi dilingkungan Kantor Camat guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administarsi; 
e. Membina dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan administarsi kantor 








f. Mlaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
g. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Camat; 
h. Menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga, perjalananan dinas sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 
i. Menyelenggarakan pengadaan barang, pemeliharaan dan perawatan barang 
inventaris Kantor Camat dan perlengkapan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas  seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; 
k. Menghimpun masukkan dari masing-masing seksi untuk penyempurnaan 
program sebagai bahan evaluasi; 
l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
m. Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan; 
o. Membuat laporan pelaksanaan tugas; 
p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai masukan untuk 
mengambil langkah-langkah selanjutnya; 
















(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat di bidang 
pemerintahan dan pertanahan, pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan dan 
menyelenggarakan administrasi kependudukan. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. 
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan di bidang Pemerintahan; 
b. Pelayanan umum dibidang Pemerintahan. 
(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut 
: 
a. Menyususn rencana kegiatan di bidang pemerintahan dan pertanahan, 
pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan dan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan sebagai pedoman kerja; 
b. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jerlas, agar muah dipahami 
sebagai pedoman kerja; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemerintahan, 
pertanahan, kependudukan dan catatan sipil guna memperoleh sinkronisasi 
dalam pelaksanaan tugas; 
d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
Pemerintahan; 
e. Menyiapkan bahan dalam rangka lomba desa dan lomba-lomba lainnya 
dengan melakukan bimbingan dan pembinaan dibidang pemerintahan; 
f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
penyelenggaaan pemerintahan Desa/Kelurahan, lembaga desa dan lembaga 
kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta pengelolaan administrasi 
Desa/Kelurahan; 
g. Menyiapkan bahan pertimbanan dalam rangka pengembangan dan penukaran, 
penghapusan dan/atau penggabungan Desa/Kelurahan termasuk 
Dusun/lingkungan; 








i. Membantu kelancaran pelaksanaan pungutan pajak-pajak Negara, Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah di wilayahnya serta mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan guna penyelesaian masalah; 
j. Melakukan inventarisasi tanah-tanah Negara, ranah Bondo Desa/eks Bondo 
Desa serta melakukan bimbingan dan pengawasan atau pengelolaannya; 
k. Menyiapkan bahan penyusunan saran dan pertimbangan tentang proses mutasi 
tanah Bondo Desa/eks Bondo Desa untuk kepentingan pembangunan; 
l. Menyiapkan  pelayanan adminsitrasi KTP dan KK kepada masyarakat; 
m. Menyusun monografi Kecamatan; 
n. Mendistribusikan, tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
o. Memberikan bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
p. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan; 
q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai masukan untuk 
mengambil langkah-langkah selanjutnya; 








Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
Pasal 6 
 
(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat 








(2) Untuk menyelnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. 
Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban. 
b. Pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban. 
(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana 
berikut : 
a. Menyusun rencana atasan secara rinci dan jelas, agar mudah dipahami 
sebagai pedoman kerja. 
b. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar dipahami sebagai 
pedoman kerja. 
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan tumbuh kembang penyakit sosial di 
Kecamatan. 
d. Membantu pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa/Kelurahan 
sesuai pedoman yang berlaku; 
e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan usaha-usaha preventif dan 
represif untuk menanggulangi bencana lama; 
f. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Camat dalam rangka penerbitan 
rekomendasi permohonan ijin sesuai ketentuan yang berlaku; 
g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dibidang ketentraman dan 
ketertiban dan menyipakan bahan petunjuk pemecahannya; 
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
i. Memberikan bimbingan dann arahan/petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
j. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan; 
k. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai 
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan; 
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat sebagai masukan untuk 








m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat; 
 
Bagian Kelima 
Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan 
Pasal 7 
 
(1) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas 
membantu Camat dalam melakukan pembangunan di bidang perekonomian desa, 
produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. 
Seksi pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan; 
b. Pelayanan di bidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan. 
(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut 
: 
a. Menyusun rencana kegiatan dibidang perekonomian Desa, produksi dan 
distribusi peserta pembinan lingkungan hidup sebagai pedoman kerja; 
b. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar mudah dipahami 
sebagai pedoman kerja; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan isntasni terkait dibidang pembanguinan 
perekonomian Desa, prosuksi dan distribus serta pelestarian lingkungan hidup; 
d. Mengumpuljkan data dan ionformasi sebagai peerubahan penyususnan 
program pembangunan wilayah dan pembinan lingkungan hiodup; 
e. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peninmgkatan intensifikasi 
pertanian tanaman pangan; 
f. Membantu usaha-usaha pengairan serta pemanfaatan sumber-sumber air 
secara maksimal, pengawasan prasarana pengairan, penyelesaian perselisihan 
air, pembinaan terhadap P3A; 
g. Menyusun Berita Acara Puso; 









i. Melakukan pembinaan terhadap LKMD, PKK, P2WKSS dengan memebrikan 
laporan dan petunjuk yang berlaku guna meningkatkan perkembangannya; 
j. Melakukan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian Desa; 
k. Menginventarisasi adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan; 
l. Mengevaluasi hasil pembangunan, peningkatan prakarsa sertta swadaya 
gotong-royong, swadaya murini masyarakat degan mendinventarisasi data dari 
desa agar diketahui tingkat-tingkat perkembangan partisipasi masyarakat 
terhadap pembangunan; 
m. Meminta pelaksanaan penghijauan serta usaha pelestarian lingkungan hidup 
lainnya berdasarkan data-data dilapangan guna menyelamatkan tanah dari 
kerusakan; 
n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dalam rangka pemagaran 
lingkungan, pemagaran perumahan, pemukiman kembali; 
o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang pembangunan 
masyarakat Desa/Kelurahan serta pelestarian lingkungan hidup dan 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; 
p. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
q. Memberikan bimbingan dan arahan /petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
r. Memberikan  penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan; 
s. Membuat laporan pelaksanan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaan 
atas tugas yang diberikan; 
t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai masukan untuk 
mengambil langkah-langkah selanjutnya; 
u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat. 
 
Bagian Keenam 










(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat 
mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan 
kesejahteraan sosial. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; 
b. Pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial. 
(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut 
: 
a. Menyusun rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial sebagai pedoman 
kerja; 
b. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar mudah dipahami 
sebagai pedoman kerja; 
c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan 
sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; 
d. Menyiapkan baha penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, 
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; 
e. Menyiapkan bahan pertimbangan bagi Camat dalam rangka pemberian 
rekomendasi pendidikan dan pengembangan Rumah sakit, Klinik bersalin, 
Balai Pengobatan dan sarana kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta; 
f. Menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan mengenai peningkatan 
mutu gizi makanan rakyat dan sarana kesehatan masyarakat; 
g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyaluran bantuan sosial dan koordinasi 
penyelenggaraan kegiatan keagamaan; 
h. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian izin kegiatan 
sosial; 
i. Menyiapkan bahan pembinaan kepemudaan, pencegahan kenakalan anak 
remaja dan bahaya narkotik; 
j. Menyiapkan bahan serta melakasanakan pembinaan dan pemantauan 








k. Menyiapkan bahan dan saran pertimbangan kepada Camat dalam usaha 
mengurangi tuna wisma, tuna karya yang ada di wilayahnya serta 
mengantisipasi dampak yang timbul; 
l. Membantu kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang meliputi santunan anak 
terlantar dan yatim piatu, pembinaan karang taruna, wanita tuna susila, 
gelandangan dan penyandang cacat; 
m. Menginventarisasikan permasalahn-permasalahan di bidang kesejahteraan 
sosial dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; 
n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
o. Memberikan bimbingan dan arahan /petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
p. Memberikan  penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan; 
q. Membuat laporan pelaksanan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaan 
atas tugas yang diberikan; 
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai masukan untuk 
mengambil langkah-langkah selanjutnya; 
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat. 
 
Bagian Ketujuh 
Seksi Pelayanan Umum 
Pasal 9 
 
(1) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 
menyelenggarakan urusan pelayanan umum. 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. 
Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan umum; 








(3) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut 
: 
a. Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan umum sebagai pedoman kerja; 
b. Menjabarkan perintah atasan secara rinci dan jelas, agar mudah dipahami 
sebagai pedoman kerja; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan 
umum; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
dibidang kebersihan, keindahan dan pertamanan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
sarana dan prasarana umum sesuai peraturan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
f. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan petunjuk 
pemeliharaan kekayaan Desa/selain tanah bendo desa/eks bendo desa, 
kebersihan, keindahan, pertamanan serta sarana dan prasarana umum; 
g. Melaksanakan pengolahan data serta informasi bidang pelayanan umum 
berdasarkan pedoman yang ada; 
h. Melaksanakan tugas-tugas administrasi, legalisasi, inventarisasi sarana dan 
prasarana umum, sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan di wilayah 
kecamatan; 
i. Menyiapkan pelaksanaan rapat, upacara dan keprotokolan; 
j. Menginvetarisasikan permasalahan-permasalahan di bidang pelayanan umum 
dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; 
k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing 
untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
l. Memberikan bimbingan dan arahan /petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 








n. Membuat laporan pelaksanan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaan 
atas tugas yang diberikan; 
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai masukan untuk 
mengambil langkah-langkah selanjutnya; 
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